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ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze PBB-P2 Payment Services based on the Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang System and the community's response. This 

research is a qualitative descriptive type, which was taken using a purposive sam-

pling method, where the informants in this research were the Head of the Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, PPB-P2 Officers of the Regional and 

Badan Keuangan Daerah and 5 people from the community who use the Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang System to pay PPB -P2. The results of this 

research indicate that the Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang is an in-

formation technology-based application which aims to provide convenience and 

comfort in terms of PBB-P2 Payment services. Where the Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang  provides several menus including PBB-P2 Check, E-SPPT 

and E-STTS. There are various public responses to the PBB-P2 payment service 

based on the Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang System in aspects of 

system quality which include speed, transmission and ease of use such as the ap-

plication can be used anywhere and at any time and is easy to use. In terms of in-

formation quality, the application has conciseness and ease of understanding the 

information, but the timeliness of the Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepa-

hiang System sometimes takes up to 10 (ten) minutes and for some payments it 

can take up to 24 (twenty four) hours. In the aspect of system service quality, the 

application has effective responsiveness, security guarantees, and empathy which 

can provide notifications if an error occurs, but there is no facility to communicate 

directly with PBB-P2 officers. 
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelayanan Pembayaran PBB-P2 berbasis 

Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dan respon masyarakat. Penelitian 

ini berjenis deskriptif kualitatif, yang diambil melalui metode purposive sampling, 

dimana informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kepahiang, Petugas PPB-P2 Badan Keuangan Daerah dan Kelurahan serta 5 

orang masyarakat yang menggunakan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang untuk membayar PPB-P2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang 

bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal pelayanan 

Pembayaran PBB-P2. Dimana Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

menyediakan beberapa menu diantaranya Cek PBB-P2, E-SPPT dan E-STTS. Terdapat 

berbagai respon masyarakat terhadap pelayanan pembayaran PBB-P2 berbasis Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang pada aspek kualitas sistem yang mencakup 

kecepatan, fleksibilitas dan kemudahan digunakan, yang mana aplikasi dapat digunakan 

dimana saja dan kapan saja serta mudah untuk digunakan. Pada aspek kualitas informasi 

aplikasi memiliki keringkasan dan kemudahan pemahaman informasi namun ketepatan 

waktu aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang terkadang membutuhkan waktu 

sampai dengan 10 (sepuluh) menit dan untuk beberapa pembayaran ada yang sampai 

dengan 24 (dua puluh empat) jam. Pada aspek kualitas layanan sistem, aplikasi memiliki 

daya tanggap yang efektif, jaminan keamanan, serta empati yang dapat memberikan 

notifikasi jika terjadi kesalahan, namun belum ada fasilitas untuk berkomunikasi 

langsung dengan petugas PBB-P2. 

 

 

Kata Kunci: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan 
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MOTTO 

 

 

“Jika kalian berbuat baik,  

sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri ”  

(QS al-Isrâ / 17: 7) 

 

 

“Sebaik-baik manusia  

adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 

 (HR. Ahmad, ath-Thabrani) 

 

 

 

"Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara,             

waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu,                         

waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu,                                     

masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu,                    

masa luangmu sebelum datang masa sibukmu                              

dan hidupmu sebelum datang matimu."                                        

(HR Al Hakim) 

 

 

 

"Hidup sekali hiduplah yang berarti" 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara berkembang dan tingkat kesejahteraannya 

masih dalam tahap berkembang. Salah satu program yang dapat mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional adalah suatu upaya untuk memperbaiki segala aspek 

kehidupan masyarakat serta merupakan proses pengembangan seluruh sistem 

ketatanegaraan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional (Suharto, 2021:37). 

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, dimana pemerintah 

Indonesia telah melalui banyak proses reformasi sektor publik dalam waktu yang 

relatif singkat, dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara umum adalah untuk 

meningkatkan kemandirian daerah dan daya tanggap pemerintah, mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik (Mahmudi, 

2018:37). 

Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan fungsi 

pelayanan publik yang prima. Tata kelola yang buruk menghambat pelayanan 

publik untuk berfungsi dengan baik. Terjadi pergeseran paradigma 

penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma pemerintahan normal menjadi 

pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2019:75). Terdapat berbagai kelemahan 
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dalam pelayanan publik saat ini, seperti kurang tanggap, kurang informasi, kurang 

aksesibel, kurang terkoordinasi, kurang birokratis, kurang mau mendengarkan 

keluhan, saran, dan permintaan masyarakat, serta kurang efisien dari segi 

kelembagaan. Struktur organisasi yang tidak fokus secara khusus pada pemberian 

pelayanan kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2019: 73). 

Salah satu inisiatif pemerintah adalah optimalisasi pelayanan publik 

melalui teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi Internet 

memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan teknologi Internet dapat 

mengubah gaya hidup masyarakat tertinggal menuju masyarakat modern. Salah 

satu dampak positif dari perkembangan teknologi internet adalah semakin 

mudahnya pencarian informasi. Saat ini perkembangan teknologi Internet 

mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan manfaat dari Internet tidak hanya 

dimanfaatkan oleh masyarakat awam, namun juga oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan individu. Pemerintah menggunakan Internet untuk 

memodernisasi layanan publik dengan harapan menciptakan administrasi publik 

yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan. 

Senada dengan kondisi yang serba digital sekarang ini Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan aturan dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 56 

tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi 

dan Kabupaten / Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi 

Pemerintah Daerah (ETPD), dengan adanya aturan tersebut  menjadi dasar dan 

semangat Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dan menerapkan 
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elektronifikasi dan digitalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan 

mengikuti perkembangan yang ada dan dalam rangka optimalisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD)  tentunya pemerintah daerah harus responsif dan 

inovatif dengan menyesuaiakan perubahan dan perkembangan zaman yang ada, 

termasuk juga penerimaan melalui pajak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan telah diperbaharui dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah) menjadi pedoman baru bagi daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota  di 

Indonesia untuk memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, 

selain itu juga membawa paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah, 

dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah atau dengan kata lain, 

daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan 

yang diharapkan dengan adanya regulasi baru ini dapat memberikan nilai positif 

dan energi baru bagi pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mengelola 

pendapatan asli daerah lebih baik dan optimal. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

bersama. Penerimaan pajak digunakan untuk keperluan belanja negara, seperti 

membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan agar kesejahteraan rakyat 
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dapat ditingkatkan Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 

memperhatikan masalah kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan 

pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana 

yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan alternatif yang 

sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat 

potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena 

jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif 

masyarakat dalam membiayai pembangunan. 

Dalam pengelolaan pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 

memanfaatkan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar 

pajak. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada 

Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang melakukan inovasi 

dengan meluncurkan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang sejak 

tahun 2021.  

Dalam aplikasi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang ini 

memuat menu dan fitur seperti: Cek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Realisasi, Pembayaran, 

Investasi dan Wisata, serta terdapat aplikasi online E-SPPT, E-STTS dan My 

SPTPD, sehingga masyarakat dapat memonitor secara mandiri untuk informasi 

pajaknya dan langsung dapat melakukan membayarkan secara digital (non-tunai) 

melaui mobile banking yang dimilikinya. 

Tersedianya aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan layanan prima 

(excelent service) kepada masyarakat untuk membayar pajak, khususnya PBB-P2. 
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Namun faktanya penggunaan Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang ini 

belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

pembayaran pajak secara online. 

PBB-P2 di Kabupaten Kepahiang diharapkan  menjadi sumber PAD yang 

paling prospek untuk ditingkatkan dibandingkan pajak dari sumber lain. PBB-P2 

akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan 

ekonomi dan investasi dalam bentuk pembangunan rumah, tempat usaha, tempat 

wisata dan bangunan lainnya. Namun faktanya penerimaan pajak di Kabupaten 

Kepahiang masih belum sesuai dengan potensi yang ada dikarenakan penerimaan 

PBB-P2 belum sesuai dengan potensi yang ada. Dimana Pokok Ketetapan PBB-

P2 yang diterbitkan Pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pokok Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Kepahiang 
 

No Tahun 
Jumlah 

SPPT 

Jumlah Pokok 

Ketetapan 

Realisasi 

SPPT 

Jumlah 

Realisasi 

Sisa 

SPPT 
Jumlah 

1 2020 52.897 1.791.416.865 37.001 1.295.813.343 15.896 495.603.522 

2 2021 55.218 2.335.521.981 32.771 1.511.875.727 22.447 823.646.256 

3 2022 54.665 2.344.104.668 34.988 1.558.042.564 19.677 786.062.104 

4 2023 54.359 2.648.610.125 31.433 1.692.639.794 22.926 955.970.331 

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024 

Tabel 1.1 menjelaskan  bahwa realisasi PBB – P2 Kabupaten Kepahiang 

dari  tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah mencapai jumlah pajak  

yang sesuai dengan ketetapan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

PBB-P2 yang diterbitkan. Hal ini merupakan indikasi adanya permasalahan dalam 

penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kapahiang.  

Adapun realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang yang diterima secara 

online dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Realisasi PBB-P2 Kabupaten Kepahiang Secara Digital 
 

Tahun 
Realisasi PBB P2 

(Rp) 

Realisasi Pembayaran 

Secara Digital (Rp) 

Persentase 

(%) 

2021 1.511.875.727 998.830 0.06 

2022 1.558.042.564 17.269.434 1,10 

2023 1.692.639.794 388.109.499 22,92 

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024 

 
 

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa  realisasi pembayaran PBB P2 secara Online 

sudah menunjukkan peningkatan namun kontribusi masih di dominasi 

pembayaran secara manual, sedangkan kontribusi pembayaran PBB P2 secara 

online masih belum optimal / signifikan dimana di tahun 2021, 2022 dan tahun 

2023, kontribusi pembayaran online masing-masing adalah 0.06%, 1,10% dan 

22,92%. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul  Pelayanan Pembayaran PBB-P2 berbasis Sistem Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelayanan Pembayaran PBB-P2 berbasis Sistem Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang? 

2. Bagaimana respon masyarakat pada Pelayanan Pembayaran PBB-P2 

berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelayanan Pembayaran PBB-P2 

berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis respon masyarakat pada Pelayanan 

Pembayaran PBB-P2 berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Adapun secara teoritis manfaat penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait 

sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. 

2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi bidang ilmu 

pengetahuan, khusus bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian 

sejenis. 

1.4.2 Praktis 

Adapun secara praktis manfaat penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi 

kepada masyarakat di Kabupaten Kepahiang dalam penggunaan Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, khususnya Pelayanan 

Pembayaran PBB-P2. 
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2. Selain itu, sebagai bahan masukan bagi Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kepahiang dalam melakukan pengelolaan dan peningkatan 

pelayanan PBB-P2.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini  berupa Pelayanan Pembayaran 

PBB-P2 berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dilihat dari 

kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini membahas dan menyajikan berbagai literatur tentang dasar teori 

yang terkait dengan topik penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini. Berikut adalah tinjausn teori yang telah dirangkai oleh peneliti yang 

menjelaskan tentang sistem informasi, kualitas sistem, kualitas layanan,  kualitas 

informasi, penelitian terdahulu, dan kerangka analisis. 

 

2.1 Sistem Informasi 

Hasyim (2018:54) mengatakan sistem informasi adalah sistem buatan yang 

umumnya terdiri dari kumpulan komponen komputerisasi konvensional yang 

dibuat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta memberikan 

informasi keluaran kepada pengguna. Jogiyanto (2018: 182) lebih lanjut 

menjelaskan bahwa sistem informasi biasanya mempunyai komponen seperti 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menyimpan file arsip dan 

kumpulan data yang disimpan yang mengacu pada mekanisme dan kebijakan 

untuk mengoperasikan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi 

perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang mengubah data menjadi 

informasi untuk pengambilan keputusan. Lebih lanjut Jogiyanto (2018:183) 

menjelaskan bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang bertugas untuk 

saling mendukung dan memberikan informasi yang telah diolah sebelumnya. 
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Jogiyanto (2018: 181) menyatakan bahwa sistem informasi adalah 

gabungan dari beberapa teknologi berbasis komputer yang bekerja sama 

berdasarkan suatu proses kerja tertentu dan mengolah data menjadi informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan; Disebutkannya suatu kerangka kerja 

yang memfasilitasi koordinasi antar sistem informasi. Lebih lanjut Hasyim (2018: 

54-55) menyatakan bahwa komputer kini menunjang pekerjaan manusia sehingga 

membantunya menjadi lebih praktis dan efisien. Komputer sangat membantu 

dalam mempermudah tugas-tugas administrasi dan membuat penggajian menjadi 

lebih akurat, cepat dan tepat waktu. 

Sistem informasi terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang 

menyediakan informasi, menghasilkan produk, dan memecahkan masalah 

pengambilan keputusan bagi pengguna, dan yang memungkinkan pengguna dalam 

sistem informasi untuk memproses dan mengelola data untuk menghasilkan 

informasi, saya akan mewujudkannya. Sistem ini mempunyai tiga komponen 

yaitu (Jogiyanto, 2018: 184). 

1. Perangkat keras yang terdiri dari komputer dan peralatannya dan jaringan 

komunikasi seperti modem dan wifi. 

2. Perangkat lunak yang terdiri dari program yang menjalankan proses kerja 

pada komputer.  

3. Manusia merupakan unsur orang yang menjalankan sistem informasi 

manajemen. 
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2.1.1 Model Kesuksesan Sistem 

DeLone dan McLean (2003:17) menjelaskan model kesuksesan 

sistem terdiri dari yaitu: 

1. Kualitas Sistem 

Kualitas sistem dapat digunakan sebagai acuan terhadap sistem yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk mengatur 

kualitas pelayanan barang dan jasa (Popoola & Chinomona, 2014). 

Kualitas sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan, berkaitan 

dengan sistem informasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan pemakai sehingga dapat digunakan untuk mengolah data 

menjadi suatu informasi yang berkualitas dan berguna bagi pemakai 

informasi tersebut (Armelia dan Elvira, 2020111). 

Kualitas sistem infomasi menfokuskan pada kinerja komponen 

sistem informasi yaitu seberapa baik kemampuan perangkat keras, 

perangkat lunak, manusia, prosedur, basis data, jaringan komunikasi, data, 

aktivitas, jaringan dan teknologi dari sistem informasi dalam menghasilkan 

informasi untuk para pengguna dan kualitas sistem informasi dapat dilihat 

pada informasi finansial yang diterima oleh para pengguna apakah telah 

mencukupi atau bahkan melebihi dari yang dibutuhkan. 

Menurut DeLone dan McLean (2003:17) menjelaskan bahwa 

Kualitas sistem informasi merupakan karakteristik dari informasi yang 

melekat mengenai sistem itu sendiri. Tananjaya (2012:41) menyatakan 

bahwa: Kualitas sistem informasi merupakan kualitas suatu produk atau 
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pelayanan yang pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan pemakai 

dengan sistem informasi tersebut, dimana sistem informasi mampu 

diaplikasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemakai.  

Kualitas sistem informasi juga didefinisikan oleh Davis (2011:17) 

sebagai berikut: “Kualitas sistem informasi didefinisikan sebagai 

perceived ease of use yang merupakan seberapa besar teknologi komputer 

dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. Kualitas sistem 

digunakan untuk mengukur kualitas informasi sistem itu sendiri, baik 

software maupun hardware. Kualitas sistem adalah performa dari sistem 

yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat 

lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan 

informasi kebutuhan pengguna. Kualitas sistem diukur secara subyektif 

oleh pemakai, sehingga kualitas sistem yang digunakan adalah kualitas 

sistem persepsian (perceived system quality).   

Indikator dari Livari (2005:42) terdiri dari enam skala pengukuran, 

yaitu, fleksibilitas sistem, integrasi sistem, waktu respons, koreksi 

kesalahan, aksesibilitas, dan bahasa. Kualitas sistem informasi yang 

digunakan dalam perusahaan, berkaitan dengan sistem informasi yang 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemakai sehingga 

dapat digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang 

berkualitas dan berguna bagi pemakai informasi tersebut (Armelia dan 

Elvira, 2020:11).  Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang 

merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, 
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kebijakan, prosedur dari sistem informasi untuk dapat menyediakan 

kebutuhan pengguna (Kusrini dan Andri, 2019:52).  

Wintana, dkk (2021:120) indikator kualitas sistem adalah: Kecepatan 

respon, flexsibelitas, dan kemudahan penggunaan. Livari (2005:32) 

menjelaskan terdiri dari enam skala pengukuran kualias sistem yaitu, 

fleksibilitas sistem, integrasi sistem, waktu respon, koreksi kesalahan, 

aksesibilitas dan bahasa. 

2. Kualitas Informasi   

Harianto (2012:31) menjelaskan bahwa sistem informasi adalah 

suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi 

yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Menurut Taufiq (2018:27) 

kualitas sistem informasi merupakan ciri karakteristik kualitas yang 

diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi yang 

diinginkan informasi karakteristik produk. 

Kualitas informasi digunakan untuk mengukur informasi yang 

dihasilkan dari suatu sistem informasi dengan kualitas yang dapat 

memberikan nilai bagi pengguna sistem tertentu dengan karakteristik 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Budiartha, 2016:31). 

Kualitas informasi menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan oleh 

sistem informasi. Semakin baik kualitas informasi akan semakin 
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mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna (Raminda & 

Ardini, 2014:94). Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari 

sistem informasi. Sama halnya dengan kualitas sistem, kualitas informasi 

yang dimaksud adalah kualitas informasi yang diukur secara subyektif 

oleh pemakai yang selanjutnya disebut sebagai kualitas informasi persepsi 

(perceived information quality).   

Indikator yang digunakan survei ini adalah dari Livari (2005:45) 

yang menggunakan enam skala pengukuran: Kelengkapan, akurasi, 

keandalan, data terus diperbarui dan dalam bentuk output. Kualitas 

informasi adalah hal yang diharapkan oleh pengguna ketika menggunakan 

sistem dan Kualitas informasi yang baik, akan meningkatkan kepuasan 

pengguna. Kualitas informasi yang buruk akan membuat konsumen 

melakukan usaha lebih untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan ini 

akan menambah biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli, sehingga akan 

menurunkan kepuasan (Jung et al., 2019:54). Menurut Taufiq (2018:27) 

kualitas sistem informasi merupakan ciri karakteristik kualitas yang 

diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi yang 

diinginkan informasi karakteristik produk. 

Wintana, dkk (2021;120) indikator kualitas informasi adalah: 

Ketepatan waktu, keringkasan, dan mudah dipahami. Livari menjelaskan 

bahwa (2005:37) kualitas informasi menggunakan enam skala pengukuran: 

Kelengkapan, akurasi, keandalan, data terus diperbarui dan dalam bentuk 

output. 
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3. Kualitas Layanan  

Kualitas pelayanan adalah hasil dari pelayanan yang diharapkan 

dengan pelayanan yang diterimanya. Kualitas adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (Batinggi dan 

Badu, 2009:29). Lebih lanjut Tjiptono (2007:251) menjelaskan bahwa 

kualitas jasa/pelayanan berfokus pada pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Kotler (2010:211), Kualitas adalah total fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. DeLone dan McLean 

(2003:17), menyatakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kualitas 

layanan: jaminan kualitas sistem, empati sistem bagi pengguna, daya 

tanggap atau kualitas respons system. 

Tjiptono (2018:251) menjelaskan kualitas pelayanan 

menitikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta ketepatan penyampaian dalam memenuhi harapan 

pelanggan. Menurut Kotler (2020: 211), kualitas adalah sekumpulan ciri 

dan karakteristik suatu produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat. 

Scott et al., (2020: 32) menjelaskan bahwa Kualitas layanan adalah 

kualitas dukungan yang diterima pengguna sistem dari pengembang 
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sistem, dan kualitas layanan terutama empati sangat penting dalam praktik 

dan pengembangan situs web e-gov.  

Wintana, dkk (2021:120) indikator kualitas layanan adalah: Daya 

tanggap, jaminan dan empati.  Livari (2005:43) menjelaskan bahwa 

indikator kualitas layanan dapat dilihat dari jaminan kualitas sistem, 

empati sistem bagi pengguna, daya tanggap atau kualitas respons system. 

 

2.2 Aplikasi 

Jogiyanto (2018: 12) menggambarkan aplikasi sebagai penggunaan 

instruksi-instruksi di dalam komputer yang disusun sedemikian rupa sehingga 

komputer dapat mengubah input menjadi output. Herlambang (2020: 121), data 

adalah fakta atau peristiwa yang dapat berupa angka atau kode tertentu. 

Menurut Kristanto (2019: 31), penerapan adalah penggunaan atau 

penerapan konsep yang sedang dibahas. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai 

program komputer yang dibuat untuk membantu orang melakukan tugas tertentu. 

Aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk tugas tertentu dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis: a.Aplikasi perangkat lunak khusus, program yang mencakup 

dokumentasi yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Sebuah program 

yang mencakup dokumentasi yang dirancang untuk mengatasi jenis masalah 

tertentu. 

 

 

 



17 
 

2.3 Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018: 1), pajak merupakan kontribusi yang sah yang 

dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara tanpa membayar imbalan apa 

pun, yang langsung dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk 

membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak mempunyai komponen yaitu: 

1) Kontribusi warga negara kepada negara. Negara mempunyai hak untuk 

memungut pajak. Sumbangan tersebut berbentuk uang (bukan barang), 2) 

Menurut hukum.  Pemungutan pajak didasarkan pada atau menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dan 3). Tidak ada 

pertimbangan atau kompensasi dari negara-negara dimana pesanan segera 

tersedia. Dalam membayar pajak, negara tidak dapat membuktikan adanya 

pelanggaran terhadap kepentingan pribadi. Digunakan untuk membiayai APBN. 

Digunakan untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.  

 

2.3.1 Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 

2018:12). Lebih lanjut Bohari, 2019:23) menjelaskan pajak daerah adalah 

iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi 
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yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya, untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 1 

dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Pajak memiliki unsur-unsur Iuran dari rakyat kepada negara, bahwa 

yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut 

berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaannya, dan Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari 

negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak 

tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 

serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, lalu pengeluaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di 

semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang 

perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi 
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ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-

sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi ajak adalah proses 

perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan 

kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik. 

Pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi 

disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat 

Kabupaten/Kota disebut pajak daerah Kabupaten / Kota. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah pasal 4, pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Kabupaten / Kota terdiri atas : Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan, 

Pajak Barang jasa Tertentu (Makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, 

jasa perhotelan, jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan), Pajak reklame, 

Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang 

Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. 

 

2.3.2 Jenis-jenis pajak 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan jenis jenis 

pajak, sebagai berikut: 
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1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:  

a.  Pajak Kendaraan Bermotor 

b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c.  Pajak Alat Berat 

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

e.  Pajak Air Permukaan 

f.  Pajak Rokok 

g.  Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:  

a.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

b.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

c.  Pajak Barang Jasa Tertentu 

d.  Pajak Reklame 

e.  Pajak Air Tanah 

f.  Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g.  Pajak Sarang Burung Walet 

h.  Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 

i.  Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 

2.3.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang perseorangan atau organisasi. Namun, tidak 
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termasuk lahan yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, atau 

kegiatan usaha dan pertambangan (UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak 

dan retribusi daerah). Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (selanjutnya disebut PBB-P2) 

dipungut atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dan dikelola. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (selanjutnya 

disebut PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh orang perseorangan atau badan 

hukum (perkebunan, kehutanan dan (tidak termasuk pajak dalam kegiatan 

usaha ertambangan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan 

Perkotaan No.208/PMK.07/2018). 

Ali dan Harjo (2021) mengatakan pajak bumi dan bangunan adalah 

pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan dengan tetap 

memperhatikan azas kemudahan dan kesederhanaan, mudah dimengerti 

dan adil, dan adanya kepastian dalam hukum serta menghindari pajak 

berganda. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah 

pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan 

oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. 
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2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pengumpulan pajak menurtu Mardiasmo (2018:59), yaitu: 1) 

Sistem pemeringkatan resmi. Suatu sistem pemungutan pajak yang 

besarnya pajak yang dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak ditentukan 

oleh fiskus (dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif), 2) Sistem laporan 

mandiri. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada 

wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem 

ini, wajib pajak harus terlibat aktif dalam menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak pusat dan nasional kepada Departemen Pendapatan dan 

Pendapatan Negara. Pajak dibayarkan kepada organisasi instansi daerah 

yang ditunjuk sebagai pengelola pajak daerah, 3) Dengan sistem retensi. 

Suatu cara pemungutan pajak dimana pihak ketiga menghitung besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 

2.4 Pemerintah Daerah 

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang 

dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD 

tunduk pada asas otonomi dan kewajiban subsider berdasarkan asas otonomi 

sebesar-besarnya dalam lingkup lembaga dan asasnya, .artinya menyelenggarakan 

urusan politik berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengurus 

urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi. Pemberian otonomi luas 

kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

umum melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. 

Terlebih lagi, otonomi daerah yang luas mendorong daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan, serta potensi dan keberagaman daerah dalam sistem negara kesatuan 

Republik Indonesia, saya harap. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi 

daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan antar lembaga 

pemerintah dengan pemerintah daerah, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 

Aspek hubungan kewenangan memperhatikan kekhususan daerah dan 

keberagaman dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hubungan 

keuangan, pelayanan publik, aspek pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan 

sumber daya lainnya akan terlaksana secara adil dan harmonis. Selain itu, penting 

untuk mempertimbangkan peluang dan tantangan dalam persaingan global dan 

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat 

melaksanakan tugas tersebut, daerah diberikan kewenangan yang sebesar-

besarnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan 

otonomi daerah dalam kerangka kesatuan pemerintahan nasional. 
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2.4.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang 

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap 

tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Tahapan yang harus dilakukan 

dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang harus diperhatikan 

dalam perencanaan adalah penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, 

hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain 

itu, harus diperhatikan penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan 

beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.  

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kepala daerah 

selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah 

adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang daerah di bawah 

koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini memberikan kejelasan 

dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya 

mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya 

peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintah.  

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah 

wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan 

keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah.  

4. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum dilaporkan 

kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, 

laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 
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2.4.2 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah 

Dana perimbangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang disebut sebagai transfer ke daerah (TKD) terdiri : 

1) Dana Bagi Hasil 

2) Dana Alokasi Umum 

3) Dana Alokasi Khusus 

4) Dana Otonomi Khusus 

5) Dana Keistimewaan 

6) Dana Desa 

Dana bagi hasil pusat bersumber dari pajak dan sumber daya alam, 

yang didalamnya menyebutkan bagian yang diperoleh dari pajak terdiri:  

a. Pajak Penghasilan 

b. Pajak Bumi dan Bangunan dan  

c. Cukai hasil tembakau  

Sedangkan dari sumber daya alam terdiri atas: 

1) Kehutanan 

2) Mineral dan batu bara 

3) Minyak bumi dan gas bumi 

4) Panas bumi  

5) Perikanan 
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Adapun bagi hasil pajak provinsi terdiri atas: 

a) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

b) Pajak air permukaan dan 

c) Pajak rokok 

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang 

berfungsi pemeratan antar daerah dengan tujuan semua daerah memiliki 

kemampuan yang relatif sama untuk membiayai pengeluarannya dalam 

pelaksanaan azas desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan 

berdasarkan suatu rumus yang memasukkan unsur potensi penerimaan 

daerah dan kebutuhan objektif pengeluaran daerah dan dengan 

memperhatikan ketersediaan dana APBN. 

 

2.5 Kerangka Analisis 

Pelayanan Pembayaran PBB-P2  berbasis Aplikasi Sistem Aplikasi Pajak 

Daerah Kabupaten Kepahiang, di uraikan pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 

Kerangka Analisis 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

 

Sistem Informasi 

Kualitas 

Sistem 

 

Kualitas 

Informasi 
 

Kualitas 

Layanan 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa kajian survei sebelumnya yang telah dilakukan sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan  

Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

1 Agustina, (2019) Model delone dan 

mclean untuk menguji 

kesuksesan aplikasi 

mobile penerimaan 

mahasiswa baru 

Aplikasi mobile PMB sudah 

efektif sistem dan infromasi 

yang dihasilkan 

2 Armelia dan 

Elvira. (2020). 

Pengaruh Kualitas 

Informasi, Kualitas 

Sistem, Kualitas 

Layanan Terhadap 

Kepuasan Pengguna 

Aplikasi Pajak (Studi 

Kasus pada aplikasi 

SAMBARA di Jawa 

Barat) 

Terdapat pengaruh Kualitas 

Informasi, Kualitas Sistem, 

Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Pengguna Aplikasi 

Pajak 

3 Putri (2019) The influence of 

system quality, 

information quality, e-

service quality and 

perceived value on 

Shopee consumer 

loyalty in Padang City 

- Ada pengaruh sistem 
informasi pada pelayanan 

online 

- Ada pengaruh kualitas 
pelayanan pada pelayanan 

online 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun landasan dalam sebuah 

penelitian. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Pelayanan Pembayaran 

PBB-P2  berbasisSistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada bab ini 

peneliti menjelaskan tentang pendekatan penelitian, fokus dan aspek penelitian, 

tempat penelitian, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, dan teknik 

analisis data yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang diamati. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian berjenis kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif bertujuan 

untuk melakukan analisis secara mendalam suatu permasalahan yang terjadi, apa 

dan bagaimana permasalahan tersebut terjadi (Molleong (2018:62). Pendekatan 

penelitian kualitatif mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, terstruktur, 

sistematis dan terkontrol sehingga dengan menggunakan metode kualitatif ini 

peneliti dapat mengetahui bagaimana realitas sosial yang terjadi di lapangan. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik (utuh), dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-

kata dan bahasa dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam 

penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan 
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data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya (Handari, 2018:33). 

Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Bahwa 

ciri penelitian kualitatif adalah tidak adanya hipotesis yang spesifik pada saat 

penelitian dimulai, hipotesis ada pada tahap-tahap penelitian, setelah di 

konfrontasikan dengan data yang diperoleh peneliti selama penelitian tersebut. 

Moleong (2018:54) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar 

ilmiah sebagai keutuhan yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian.   

Penelitian ini akan dilakukan dengan analisis Pelayanan Pembayaran PBB-

P2  berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang yang meliputi, 

kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan. Langkah yang akan 

dilakukan peneliti melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan terkait kualitas sistem yang dilihat dari kecepatan respon, 

flexibilitas dan kemudahan penggunaan, kualitas informasi dilihat dari ketepatan 

waktu, keringkasan dan mudah dipaham serta kualitas layanan dilihat dari daya 

tanggap, jaminan keamanan dan empati Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Pelayanan Pembayaran PBB-P2 berbasis 

Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dan respon masyarakat 

dilihat dari kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan. Peneliti 
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menggunakan teori Wintana (2021) dimana indikator kualitas sistem Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dilihat dari kecepatan respon, flexibilitas dan 

kemudahan penggunaan. Adapun indikator kualitas informasi pada Aplikasi Pajak 

Daerah Kabupaten Kepahiang dilihat dari ketepatan waktu, keringkasan dan 

mudah dipahami. Untuk kualitas layanan Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang dilihat dari daya tanggap, jaminan keamanan dan empati.   

 

3.3 Aspek dan Tolok Ukur Penelitian 

Adapun yang menjadi aspek dan tolok ukur Pelayanan Pembayaran PBB-

P2 berbasis  Sistem Aplikasi Pajak Kabupaten Kepahiang Daerah dilihat dari 

kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Aspek dan Tolok Ukur Penelitian 

 

Fokus 
Aspek-

Aspek 
Tolok Ukur Sumber 

Pelayanan 

Pembayaran 

PBB-P2 

berbasis 

Sistem 

Aplikasi 

Pajak Daerah 

Kabupaten 

Kepahiang 

Kualitas 

Sistem 

 

 

- Kecepatan respon Aplikasi 

Pajak Daerah 

- Flexsibelitas Aplikasi Pajak 

Daerah 

- Kemudahan penggunaan 

Aplikasi Pajak Daerah 

Wintana, dkk 

(2021:120) 

dan  Livari 

(2005:32) 

Kualitas 

Informasi 

- Ketepatan waktu Aplikasi 

Pajak Daerah 

- Keringkasan Aplikasi Pajak 

Daerah 

- Aplikasi Pajak Daerah Mudah 

dipahami. 

Wintana, dkk 

(2021:120) 

dan  Livari 

(2005:37) 

Kualitas 

Layanan 

- Daya tanggap Aplikasi Pajak 

Daerah 

- Jaminan Aplikasi Pajak Daerah 

- Empati Aplikasi Pajak Daerah 

Wintana, dkk 

(2021:120) 

dan Livari 

(2005:43) 

Sumber: Penelitian, 2023  
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3.4 Penentuan Informan 

Informan penelitian ini meliputi (1) informan kunci, yang mengetahui 

dan mempunyai berbagai informasi dasar yang diperlukan untuk penelitian, dan 

(2) informan pokok, yang menjadi subjek penelitian, meliputi berbagai jenis 

seperti orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial; melibatkan informan 

tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial 

yang diselidiki namun dapat memberikan informasi (Sugiyono, 2018:41).  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Artinya 

informan mencakup orang yang memang mewakili dari sejumlah informan 

dalam penelitian. Informan ini juga mewakili atas informasi yang dimana 

peneliti butuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan 

penelitian berdasarkan fokus permasalahan dengan mempertimbangkan pihak-

pihak tersebut dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yang berkaitan dengan pembayaran PBB-P2 secara online dengan 

aplikasi pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. 

Adapun Kriteria dalam penentuan Informan di tentukan berdasarkan: 

1. Usia wajib pajak, dimana rentang usia yang dipilih dari usia 25 (dua 

puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh tahun).  

2. Pengalaman informan dalam menggunakan aplikasi, dalam hal ini 

informan dipilih karena pernah menggunakan Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang. 
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3. Memiliki mobile banking, Informan yang dipilih karena memiliki 

fasilitas mobile banking dan telah berpengalaman bertransaksi dengan 

menggunakan mobile banking. 

Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Badan Keuangan 

daerah dan Petugas PBB-P2 Badan Keuangan daerah Kabupaten kepahiang, 

sedangkan informan pokok pada penelitian ini adalah 1 orang pertugas PBB- 

P2 Desa / Kelurahan Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang membayar 

PPB-P2 menggunakan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang. 

Adapun rincian informan di dalam penelitian ini yaitu:  

1. 1 orang Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 

2. 1 orang petugas PPB-P2 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapahiang. 

3. 1 orang petugas PPB-P2 di Desa/Kelurahan Kabupaten Kapahiang. 

4. 5 orang masyarakat yang membayar PPB-P2 menggunakan Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang. 

 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada Bulan Juni Tahun 2024 dan 

dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. 

 

3.6 Jenis dan Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan dan 

wawanacara dengan beberapa informan. Sedangkan data sekunder yang diambil 
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dari  profil dan  dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian 

yang  ada pada Badan Keuangan Daerah dimana lokasi penelitian dilakukan. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian kali ini, pengumpulan 

data dilakukan dengan seting alamiah (natural setting) dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan secara lisan  

(Nasution, 2020;64). Teknik ini diperlukan untuk menggali dan 

memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kemampuan kerja 

pegawai meninjau pengetahuan kerja, keterampilan kerja dan pemahaman 

terhadap pekerjaan.  

Nasir (2019: 64) mengartikan wawancara sebagai suatu proses 

memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab 

pribadi antara penanya atau pewawancara dengan responden dengan 

menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara. Wawancara akan 

dilakukan secara semi terstruktur, seperti menggunakan panduan 

wawancara dengan daftar pertanyaan, namun peneliti telah melakukan 

penelitian mendetail di luar panduan wawancara. 
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

mendalam kepada beberapa informan penelitian dan wawancara yang 

dilakukan terkait Pelayanan Pembayaran PBB-P2  berbasis  Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam penelitian ini 

wawancara dapat diberi pengertian sebagai upaya tanya jawab yang 

dilakukan oleh peneliti secara informal dalam mendukung dan 

memberikan data terkait penelitian tersebut. Dalam hal ini wawancara 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

narasumber dengan menyusun pedoman wawancara. Dimana dalam 

wawancara ini dilakukan  penggalian informasi terkait tolok ukur terhadap 

aspek kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan pada    

Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. 

2. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mengamati secara 

langsung objek. Menurut Hasan (2022:19), observasi adalah pemilihan, 

modifikasi, pencatatan, dan pengkodean berbagai tindakan dan situasi 

yang berkaitan dengan suatu organisasi menurut tujuan empiris .Metode 

observasi adalah pengumpulan data secara sadar dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala fisik untuk kemudian dicatat. Dalam konteks 

penelitian ini, penulis terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan 

(pengamat partisipatif) untuk mencari dan memperoleh data yang relevan 

dengan fokus penelitian (Hasan, 2022: 19). 
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Observasi dalam penelitian dilakukan dengan mengamati kegiatan 

Pelayanan Pembayaran PBB-P2  berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang. Metode ini digunakan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada 

obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi 

partisipatif, yaitu dengan turun langsung ke tempat penelitian terkait. 

Selain itu, juga dilakukan pencatatan tentang hasil pengamatan yang 

berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang Pelayanan 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang. 

Observasi juga dilakukan langsung kepada informan, dimana peneliti 

melihat secara langsung informan menggunakan Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kapahiang dan menerima respon dan tanggapan yang 

disampaikan secara langsung oleh informan. 

3. Dokumentasi  

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan mengambil laporan dan 

membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis 

kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data 

ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu obyek 

atau suasana penelitian. Dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti dapat mengecek data yang 

telah terkumpul. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara bertahap 
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dan sebanyak mungkin peneliti berusaha untuk mengumpulkan data 

(Nasir, 2019:71). 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan mendapatkan 

dokumen-dokumen yang mendukung informasi terkait Pelayanan 

Pembayaran PBB-P2 berbasis sistem Aplikasi Pajak Daerah  Kabupaten 

Kapahiang dari Badan Keuaangan Daerah Kabupaten Kepahiang, selain 

itu peneliti juga mendapatkan dokumen - dokumen lain yang dibutuhkan 

untuk penelitian ini. 

 

3.8 Analisis Data 

Analisa data setelah penulis selesai melakukan pengumpulan data di 

lapangan menggunakan analisa model interaktif. Miles dan Huberman yang 

dikutip oleh Sugiyono (2018:45) mengajukan skema analisa model interaktif 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Komponen Analisis Data Model Interaktif 
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Adapun tahapan analisis data ini kualitatif diuraikan: (Sugiyono, 

2018:45). 

1. Pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara, hasil observasi dan 

berbagai dokumen yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian 

dikembangkan. 

2. Reduksi data merupakan suatu proses berpikir halus yang memerlukan 

kecerdasan serta wawasan yang luas dan mendalam. Ketika data dikurangi, 

data tersebut dikumpulkan dan hanya data penting yang digunakan. Sebab, 

data yang ditemukan di lapangan sangat besar dan perlu disaring agar lebih 

fokus. 

3. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam 

bentuk tabel dan deskripsi agar lebih terorganisir, terstruktur, dan mudah 

dipahami. Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih mudah memahami 

apa yang terjadi dan merencanakan lebih lanjut dengan menyajikan data. 

Bekerjalah berdasarkan pemahaman Anda. 

4. Kemudian diambil suatu kesimpulan awal yang bersifat sementara dan 

dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan penafsiran 

yang dapat mengaburkan signifikansi hasil analisis data, dilakukan 

peninjauan lapangan terhadap hasil tersebut untuk menarik kesimpulan 

akhir. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepahiang 

Kabupaten iKepahiang diresmikan keberadaannya pada 7 januari 2004 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu yang 

sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten reajnag Lebong. Ibukota Kabupaten 

iKepahiang adalah Kecamatan Kepahiang, adapun batas wilayah Kabupaten 

Kepahiang adalah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Curup. Kecamatan 

Sindang Kelingi dan kecamatan padang Ulang Tanding, sebelah timur berbatasan 

denagn kecamatan ulu Musi, sebalah selatan berbataan dengan kecamatan Taba 

Penanjung dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar jati dan 

kecamatan Bermani Ulu. 

Visi iiKabupaten iKepahiang iadalah i“Terwujudnya iKabupaten 

Kepahiang iyang iMaju, iMandiri, iSejahtera idan iBerdaya iSaing”. adapun  misi 

iKabupaten iKepahiangisebagai iberikut: 

1. Mengembangkan isumber idaya imanusia iKabupaten iKepahiang iyang 

sehat, icerdas, iterampil idan iproduktif iyang idilandasi inilai-nilai 

keimanan idan iketakwaan. iUpaya iyang iakan idilakukan iadalah idengan 

pelayanan ikesehatan idan ipendidikan iyang ibermutu iserta ipeningkatan 
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kapasitas iPemerintahan iDaerah isesuai idengan ikondisi, ikarakteristik 

dan ikebutuhan imasyarakat. 

2. Meningkatkan iefektivitas iPemerintahan iDaerah idalam imewujudkan 

reformasi ibirokrasi. iUpaya iini idilakukan imelalui ipengembangan 

kapasitas ibirokrasi iyang iprofesional, ihandal idan iakuntabel, percepatan 

pelayanan ipublik, imeningkatkan ikualitas idemokrasi idan ipenegakan 

supremasi ihukum. 

3. Meningkatkan iketersediaan idan ikualitas isarana idan iprasarana idaerah 

serta iinfrastruktur ifisik ipenunjang ipembangunan idaerah. iUpaya iini 

dilakukan idengan ipercepatan ipenyediaan iinfrastruktur iyang imampu 

mendukung ikegiatan iekonomi, isosial idan ibudaya imasyarakat. 

4. Mengembangkan iperekonomian iKabupaten iKepahiang iyang iberdaya 

saing, iberkeadilan idan imemberdayakan iekonomi ikerakyatan. iUpaya 

ini idilakukan imelalui ipenciptaan iiklim iusaha iyang ikondusif, 

peningkatan iinvestasi iyang imenyerap itenaga ikerja ilokal, ipenyediaan 

informasi, ifasilitas idan iintermediasi iperbankan ibagi ikoperasi idan 

usaha ikecil imenengah. 

5. Mendorong ipeningkatan ipenerimaan ipajak idan iPenerimaan iNegara 

Bukan iPajak i(PNBP) iserta imeningkatkan ipenerimaan iatas ipotensi 

pajak idaerah ilainnya. iUpaya iini iakan idilakukan idengan imenggali 

semaksimal imungkin ipotensi-potensi iPajak iDaerah idengan itetap 

mempertimbangkan ikepentingan iDaerah iserta itidak imemberatkan 

masyarakat iumum isebagai iwajib ipajaknya. 
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Dalam irangka ipemulihan iekonomi idan ipeningkatan idaya isaing 

imelalui Optimalisasi iSumber iDaya iAlam idan iSumber iDaya iManusia, iisu 

istrategis iPembangunan iDaerah iKabupaten i iKepahiang iTahun i2023 isebagai 

iberikut i: 

a. Masih irendah ikualitas isumber idaya imanusia idan itingginya iangka 

kemiskinan. 

b. Masih ibelum iberkualitasnya itata ikelola iKepemerintahan idan 

Pemerintahan iDesa, idan ibelum iefektifnya ireformasi ibirokrasi. 

c. Masih iterbatasnya iinfrastruktur, itingginya iresiko ibencana, idan belum 

optimalnya ipengendalian idan ipelestarian ilingkungan. 

d. Belum iterwujudnya ikemajuan idan itransfortasi istruktural Perekonomian 

iDaerah. 

 

4.1.1 Ekonomi 

Produk iDomestik iRegional iBruto i(PDRB) iyang itercipta iatas 

idasar harga berlaku ipada itahun i2020 idi Kabupaten iKepahiang 

imencapai i5.160,762 miliar rupiah. iSecara inominal, inilai iPDRB iini 

imengalami ikenaikan isebesar i412,30 miliar irupiah idibandingkan 

idengan itahun i2021 iyang imencapai i4.748,46 miliar irupiah. iNaiknya 

inilai iPDRB iini idipengaruhi ioleh imeningkatnya produksi idi iseluruh 

ilapangan iusaha idan iadanya iinflasi. 

Berdasarkan idasar iharga ikonstan i2010, iangka iPDRB ijuga 

imengalami kenaikan, idari i2,894,350 i imiliar irupiah ipada itahun i2021 
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imenjadi i3.015,569 miliar irupiah ipada itahun i2022. iHal iini 

imenunjukkan iselama itahun i2022 Kabupaten iKepahiang imengalami 

ipertumbuhan iekonomi isekitar i4,19%, meningkat idibandingkan itahun 

isebelumnya. iKenaikan iPDRB iatas idasar harga i ikonstan iini imurni 

idisebabkan ioleh imeningkatnya iproduksi idi seluruh lapangan iusaha, 

itidak idipengaruhi iinflasi. iBesarnya iperanan iberbagai lapangan iusaha 

iekonomi idalam imemproduksi ibarang idan ijasa isangat menentukan 

istruktur isuatu idaerah. iStruktur iekonomi iyang iterbentuk idari nilai 

itambah iyang idiciptakan ioleh isetiap ilapangan iusaha imenggambarkan 

seberapa ibesar iketergantungan isuatu idaerah iterhadap ikemampuan 

berproduksi dari isetiap ilapangan iusaha. 

Selama ilima itahun iterakhir i(2018-2022) istruktur iperekonomian 

iKabupaten Kepahiang ididominasi ioleh i5 i(lima) ikategori ilapangan 

iusaha idiantaranya: Pertanian, iKehutanan, idan iPerikanan; iAdministrasi 

iPemerintahan, Pertahanan, dan iJaminan iSosial iWajib, iPerdagangan 

iBesar idan iEceran, iReparasi iMobil, dan iSepeda iMotor, iIndustri 

iPengolahan idan iKonstruksi. iHal iini idapat dilihat idari iperanan 

imasing-masing ilapangan iusaha iterhadap ipembentukan PDRB 

iKabupaten iKepahiang. 

Peran iterbesar idalam ipembentukan iPDRB iKepahiang ipada 

itahun i2022 dihasilkan ioleh ilapangan iusaha iPertanian, iKehutanan, 

idan iPerikanan, yaituimencapai i41,71% i(angka iini imenurun idari 

i40,72% idi itahun i2021). Selanjutnya ilapangan iusaha iAdministrasi 
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iPemerintahan, iPertahanan idan Jaminan iSosial iWajib isebesar i14,92% 

i(angka iini imenurun idari i16,20% idi tahun i2021), idisusul ioleh 

ilapangan iusaha iPerdagangan iBesar idan iEceran, Reparasi iMobil idan 

iSepeda iMotor isebesar i9,72% i(naik idari i9,41% idi tahun 2021). 

 

4.1.2 Kondisi Geografis 

Berdasarkan iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i2003 itentang 

Pembentukan iKabupaten iLebong idan iKabupaten iKepahiang idi 

Propinsi iBengkulu, iKabupaten iKepahiang iberbatasan idengan: 

1. Sebelah iUtara iberbatasan idengan iKecamatan iCurup iSelatan, 

Kecamatan iSindang iKelingi, idan iKecamatan iPadang iUlak 

Tanding i(Kabupaten iRejang iLebong). 

2. Sebelah iSelatan iberbatasan idengan iKecamatan iTaba iPenanjung 

(Kabupaten iBengkulu iTengah). 

3. Sebelah iTimur iberbatasan idengan iKecamatan iUlu iMusi 

(Kabupaten iEmpat iLawang). 

4. Sebelah iBarat iberbatasan idengan iKecamatan iPagar iJati 

(Kabupaten iBengkulu iTengah) idan iKecamatan iBermani iUlu 

(Kabupaten iRejang iLebong). i 
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Gambar i4.1 

 Wilayah iAdministratif iPemerintah iKabupaten iKepahiang 

 

Kabupaten iKepahiang imempunyai iluas i66.500 iHa idan iterdiri 

dari i8 iKecamatan. iKecamatan iyang ipaling iluas iadalah iKecamatan 

Bermani iIlir idengan iluas i16.391 iHa iatau i24,65% i idari itotal 

keseluruhan iKabupaten iKepahiang, isedangkan iyang ipaling ikecil 

adalah iKecamatan iMerigi idengan iluas i2.418 iHa iatau i3,64% idari 

total iluas iKabupaten iKepahiang. iKecamatan iKepahiang idengan iluas 

7.192 iHa iatau i10,81%, iKecamatan iTebat iKarai idengan iluas i7.688 

Ha iatau i11,56%, iKecamatan iUjan iMas idengan iluas i9.308 iHa iatau 

13,99%, Kecamatan Muara Kemumu idengan iluas i9.507 iHa iatau 

14,30%, iKecamatan iSeberang iMusi idengan iluas i7.665 iHa iatau 

11,53% idan Kecamatan iKabawetan idengan iluas i6.331 iHa iatau 

9,52%. Ibu kota Kabupaten Kepahiangiterletak diiKecamatan iKepahiang. 
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4.2 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang  

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang terbentuk pada Tahun 

2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan organisasi Perangkat 

Daerah yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (DPPKAD). Sesuai idengan Peraturan iBupati iKepahiang iNomor 

23 iTahun i2022 itentang iKedudukan, Susunan iOrganisasi, iTugas idan iFungsi 

serta iTata iKerja iPerangkat Daerah Kabupaten iKepahiang, iBadan iKeuangan 

Daerah imerupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas ipemerintahan idaerah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab ikepada iBupati imelalui Sekretaris Daerah dengan tipelogi A. 

 

4.2.1 Visi dan Misi Badan Keuangan iDaerah iKabupaten Kepahiang 

Badan iKeuangan iDaerah Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab 

atas pelayanan publik yang baik. Dengan Visi Misi sebagai berikut: 

 Visi: 

Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 

yang Akuntabel dan SDM yang Memiliki Integritas Tinggi 

 Misi: 

a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

Akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku. 

b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan 
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Profesional. 

c. Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

Sumber-sumber pendapatan. 

 

4.2.2 Tupoksi iBadan iKeuangan iDaerah iKabupaten Kepahiang 

Berdasarkan iPeraturan iBupati iKepahiang iNomor i23 iTahun 

2022itentang iKedudukan, iSusunan iOrganisasi, iTugas idan iFungsi iserta 

Tata Kerja iPerangkat iDaerah iKabupaten iKepahiang, iBadan iKeuangan 

Daerah merupakan iunsur ipendukung ipelaksanaan itugas ipemerintahan 

daerah yang idipimpin ioleh iseorang iKepala iBadan iberkedudukan dibawah 

dan bertanggung ijawab ikepada iBupati imelalui iSekretaris Daerah idengan 

tipelogi iA. 

Kepala iBadan iKeuangan iDaerah imempunyai itugas imelaksanakan 

urusan ipemerintahan idi ibidang ikeuangan idaerah iberdasarkan iasas 

otonomi idan itugas ipembantuan idi ibidang iKeuangan iDaerah. Sedangkan 

Kepala iBadan iKeuangan iDaerah imempunyai ifungsi: i 

1. Pengelolaan iurusan iumum, ikeuangan idan iperencanaan; i 

2. Perumusan ikebijakan iteknis idi ibidang ipendaptan, ipengelolaan 

keuangan idan iaset idaerah; i 

3. Penyelenggaraan iurusan ipemerintahan idan ipelayanan iumum idi 

bidang iKeuangan iDaerah; i 

4. Pembinaan idan ipelaksanaan itugas idi ibidang ikeuangan idaerah; i 

5. Pengawasan iyang imeliputi isegala idan ikegiatan iuntuk 

melaksanakan ipengawasan iteknis idi ibidang iKeuangan iDaerah 
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sesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang 

berlaku; i 

6. Pengesahkan idokumen ipelaksanaan ianggaran iorganisasi iperangkat 

daerah i(DPA-OPD); i 

7. Pengesahkan ipengendalian ipelaksanaan iAnggaran iPendapatan idan 

Belanja iDaerah i(APBD); i 

8. Pemberikan ipetunjuk iteknis ipelaksanaan isistem ipenerimaan idan 

pengeluaran; i 

9. Pemantau ipelaksanaan ipenerimaan idan ipengeluaran APBD ioleh 

Bank idan iatau oleh iBadan iKeuangan ilainnya iyang iditunjuk; i 

10. Pelakukan ipembayaran iberdasarkan ipermintaan ipejabat ipengguna 

anggaran iatas beban irekening ikas iumum idaerah; idan i 

11. Pelaksanaan itugas ilain iyang idiberikan ioleh iBupati isesuai idengan 

tugas fungsinya. 

 

4.2.3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai 

dengan peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepahiang dapat digambarkan sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang  - Kelobak Telp. (0732)3930011 Kode Pos 39172

  KEPALA BKD
JONO ANTONI, S.Sos, M.M., CGRE

NIP. 19810116 200502 1 001

 SEKRETARIS

DENDI , S.Sos, M.M

NIP. 19801127 200604 1 010

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN AKPD AHLI MUDA  PERENCANA

JUAIRIAH, SE SINLY EVAN PUTRA, S.Si NOVA DIAN SARI, SKM, MM

NIP. 19770522 201001 2 010 NIP. 19850102 200804 1 001 NIP. 19870729 201101 2 006

KABID. PENDAPATAN KABID. ASET DAERAH KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KABID. PERBENDAHARAAN KABID. ANGGARAN

NIP. 19831001 201001 1 019 NIP. 19801127 200607 1 010 NIP. 19790129 200904 1 002 NIP. 19810503 200502 1 006 NIP. 19860421 200604 1 009

AMARULLAH MUTTAQIN, SE HERWIN NOVIANSYAH, S.Sos. M.M DISHAIDIL FITRI HAIDI, S.IKOM.M.Si JHON INDI, S.IP, M.A.P AYUB DAVID PRANOTO, S.Sos, M.A.P

NANO HARYONO, S. Pt NURHASANAH, SE, M. Ak ISWANTO LODIKA, S. Sos FEBRI HIDAYAT, ST WILY ANDIKA, SE

KASUBID PENETAPAN
KASUBID. PEMANFAATAN DAN 

PENGENDALIAN ASET
KASUBID. VERIFIKASI KASUBID. BELANJA LANGSUNG

KASUBID. PELAKSANAAN 

ANGGARAN BELANJA TIDAK 

LANGSUNG

KASUBID PENAGIHAN KASUBID. MUTASI ASET KASUBID. PEMBUKUAN KASUBID. BELANJA TIDAK KASUBID. PELAKSANAAN 

NIP. 19850912 201101 1 007 NIP. 19851215 201505 2 001 NIP. 19871026 200604 1 002 NIP. 19870201 201505 1 001 NIP. 19771016 200604 1 005

AKPD AHLI MUDA

GILIB AHMED FATTAH, S. Kom PUSPITA SRI UTAMI, SKM DORRY MARESI, SE SAHWIWIN, ST DARWIS, SE

NIP. 19870427 201101 1 006 NIP.19881210 201101 2 005 NIP. 19830325 200904 2 003 NIP. 19800523 201101 1 005 NIP.19720203 199402 1 001

AKPD AHLI  MUDA AKPD AHLI MUDA AKPD AHLI MUDA AKPD AHLI MUDA

NIP. 19870904 201101 1 006 NIP. 19790110 201101 2 028 NIP. 19800201 200604 2 028 NIP. 19840402 200604 1 002

LUKAS HERIYANTO, S.Kom, MM SYAHRENI H, SH ERLIA DARSI, SE WIRA GANDA, SE M.M

UNIT PELAKSANA TEKNIS

 

Gambar i4.2 

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
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Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah : 

a. Kepala Badan  

b. Sekretaris membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Keuangan. 

3. Sub Bagian Perencana . 

c. Bidang Pendapatan membawahi : 

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan. 

2. Sub Bidang Penagihan. 

3. Sub Bidang  Penetapan  

d. Bidang Aset Daerah membawahi : 

1. Sub Bidang Adminitrasi Aset. 

2. Sub Bidang  Mutasi Aset 

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset. 

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi : 

1. Sub Bidang verifikasi. 

2. Sub Bidang  Pembukuan 

3. Sub Bidang Pelaporan. 

f. Bidang Perbendaharaan  membawahi : 

1. Sub Bidang  Belanja Langsung 

2. Sub Bidang  Belanja Tidak Langsung 

3. Sub Bidang Kas Daerah 
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g. Bidang Anggaran, membawahi: 

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran  

Belanja tidak langsung. 

2. Sub Bidang Pelaksana Anggaran Belanja Langsung 

3. Sub Bidang Pelaksana Anggaran Belanja Tidak Langsung  

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendapatan 

Kepala Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah. Adapun fungsi 

Kepala Bidang Pendapatan adalah: 

a. Melakukan pendaftaran / pendataan, pemeriksa, penetapan, 

pembukuan,penagihan penerima Pendapatan Aset Daerah (PAD) 

yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Melaksanakan pengelolaan penerima atau pendapatan daerah yang 

bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dana perimbangan 

pusat serta penerimaan lainnya. 

c. Melaksanakan pembinaan pengelola administarsi  Pendapatan 

Daerah . 

d. Melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifkasi pendapatan asli 

daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - 

P2)  dan Pendapatan Daerah lainnya. 
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e. Membuat dan merumuskan rencana strategis terhadap peluang 

peningkatan penerimaan daerah serta Faktor-faktor  yang menjadi 

penghambat. 

f. Memonitoring penerimaan, penyampaian maupun pengembalian 

(PPH Pasal 21, PPH Orang Pribadi Dalam Negri (OPDN), PBB, 

Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), SDA, Dana 

Alokasi Umum (DAU), DAN Dana Alokasi Khusus (DAK). 

g. Penerimaan, penyamaian maupun pengendaliaan SPPT 

PBB,DHKP,PBB, Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKDPT), 

SKPDKB, SKPDDKBT, SKPDN kepada wajib pajak. 

h. Memberikan saran dan Pertimbangan Kepada Kepala Badan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam Bidang 

Tugasnya. 

i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan. 

Adapun pelayanan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan 

Daerah adalah: 

1. Pelayanan pendaftaran subjek / objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) 

2. Mutasi dan perubahan subjek / objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) 

3. Pelayanan Pengajuan keberatan atas Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) 
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4. Pelayanan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB)  

5. Pelayanan Pembayaran Pajak daerah lainnya meliputi Pajak Hotel, 

Rumah Makan, Reklame, Hiburan, Mineral Bukan Logam dan 

Batuan (MBLB), Parkir, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

6. Pelayanan legalisasi media pungut berupa karcis, surat tanda setoran 

dan dokumen lain yang harus dilegalisasi. 

7. Sebagai koordinator  dalam pengelolaan pendapatan asli daerah 

(PAD) Badan Keuangan Daerah juga melayani para OPD dalam 

melaporkan dan menatausahakan penerimaan daerah lainnya. 

8. Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang pendapatan 

mengkoordinir tiga Kepala Sub Bagian diantaranya : 

(1) Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang mempunyai 

tugas pokok merencanakan pendaftaran, pendataan, pemeriksaan 

terhadap objek pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Sub Bidang Pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi : 

a. Melakukan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak/ 

retribusi daerah, dan pajak Bumi dan Bangunan(PBB). 

b. Melaksanakan pencatatan pembayaran PBB pada buku Daftar 

Himpunan   Ketetapan Pajak (DHKP) PBB. 
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c.  Memberikan Nomor Pokok Daerah  (NPWPD) untuk wajib 

pajak daerah 

d. Menyiapkan / mambuat kartu data objek pajak / retribusi, 

subjek pajak/ retribusi. Dan wajib pajak / retribusi. 

e.  Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan objek pajak / 

subjek pajak. 

f. Menyampaikan Nota Penghitung Pajak Daerah atau Retribusi 

kepada Sub Bidang penetapan . 

g. Menyampaikan Nota Penghitungan Pajak atau Retribusi 

Daerah (SPTPD / SPTRD) kepada wajib pajak. 

h. Melaksanakan administrasi pengelolaan penerimaan  / 

pendapatan daerah yang bersumber dan bagi hasil pajak dan 

bukan pajak 

i. Membuat dan merumuskan rencana Strategis terhadap peluang 

peningkatan penerimaan daerah serta Faktor-faktor yang 

menjadi penghambat. 

j. Merekonsiliasi penerimaan / pendapatan daerah terhadap 

rekening koran / kas daerah. 

k. Memberikan saran dan Pertimbangan Kepada Kepala Badan 

tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil 

dalam Bidang tugasnya 

l. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
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(2) Kepala Sub Bidang Penagihan, yang mempunyai tugas pokok 

merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan penagihan serta 

evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah dan pendapatan 

daerah lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan lainnya. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud di atas, Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi: 

a.  Melaksanakan penatausahaan dan melaksanakan penagihan 

pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak / retribusi daerah 

dengan menggunakan surat setoran pajak / retribusi daerah 

(SPPD / SSRD). 

b. Menerbitkan da menyampaikan surat tagihan pajak daerah dan 

surat tagihan retribusi daerah. 

c.  Mengkoordinir pemungutan ganti rugi atas kerugian yang di 

sertai oleh daerah. 

d. Meneliti, mencatat, dan membuat laporan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan terhadap pengajuan 

surat permohonan keberatan / keringanan. 

e. Meniyiapkan keputusan pemberian sanksi terhadap kelalaian 

atas piutang-piutang. 

f. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data penerimaan 

lainnya. 

g. Melaksanakan konfirmasi data penerima PBB, dan Biaya 

Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB pada Bank 
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pengelola. 

h. Melaksanakan penelitian terhadap pelanggaran yang dilakukan 

oleh wajib pajak. 

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Badan 

tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil 

dalam bidang tugasnya. 

j. Memonitoring penerimaan dana bagi hasil (PPH pasal 21, PPH 

Orang Pribadi Dalam Negri ( OPDN),PBB,BPHTB,SDA), 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Alokasi Khusus (DAK). 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

(3) Kepala Sub Bidang Penetapan, yang mempunyai tugas pokok 

melakukan penetapan Objek Pendapatan Daerah yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kepala Sub Bidang Penetapan dalam mempunyai fungsi: 

a. Membuat Nota perhitungan pajak Daerah berdasarkan kartu 

data. 

 

b. Menerbitkan Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah (SKWPD), 

Surat ketetapa Retribusi Daerah (SKRD),Surat ketetapan Pajak 

Daerah Tambahan (SKPDT), Surat ketetapan Pajak Daerah 

kurang  bayar (SKPDKB)Surat ketetapan pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKB), Surat ketetapan Pajak 

Daerah Nihil (SKPDN). 

c. Menyampaikan SKWDP, SKPDT, SKDKB, SKPDKBT, 
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SKPPDN Kepada wajib pajak. 

d. Melakukan legalisasi (Perforasi) terhadap benda-benda 

berharga da pengesahan lainnya. 

e. Menyampaikan Surat pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) 

pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

f. Memonitoring penerima, Penyampaian maupun pengembalian 

SPPT PBB,DHKP PBB Serta menyiapkan berita secara serah 

terimanya. 

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bandan 

tentang langkah-langkah da tindakan yang perlu di ambil 

dalam tugasnya. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4.2.5 Kondisi Kinerja Unit Organisasi Saat Ini 

Dalam melaksanakan pelayanan perpajakan kepada masyarakat 

tentunya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang tidak dapat 

bekerja sendiri. Menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan stake 

holder yang ada sudah dilakukan, dimana pelayanan penerimaan pajak 

daerah dilakukan dengan cara manual dan digital. Untuk pelayanan pajak 

Rumah Makan, Reklame, Hiburan, Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(MBLB), Parkir dan Walet dilayani dengan menggunakan aplikasi SIMDA 

(Sistem informasi manajemen pendapatan daerah) Pendapatan yang 

dibangun oleh BPKP dan sudah digunakan sejak Tahun 2015. Semua 
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pelayanan dan pembayaran Pajak sudah melalui mekanisme nontunai sejak 

tahun 2015, artinya setelah masyarakat atau wajib pajak mendapatkan 

surat setoran pajak daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) mereka langsung menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya ke 

Bank yang ditunjuk. Saat ini untuk pelayanan delapan jenis pajak sudah 

diupgrade dengan menggunakan aplikasi SIMPATDA (Sistem informasi 

manajemen pendapatan daerah) yang di bangun oleh PT. Mitra Prima 

Utama, dimana pembayaran pajak sudah dapata dilakukan dengan metode 

online dan dapat diakses melalui aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang yang dapat diakses di android playstore. 

Untuk pelayanan BPHTB, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Kepahiang sudah melakukannya dengan cara digital yang menggunakan 

aplikasi berbasis web dengan nama E-BPHTB Kabupaten Kepahiang. 

Dalam proses pelayanan ini masyarakat atau wajib pajak dapat dengan 

mudah menerima layanan verifikasi dan validasi. Jika wajib pajak yang 

melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan melalui Pejabat 

Pembuata Akta Tanah maka wajib pajak tersebut cukup mengupload 

dokumen persyaratan yang ada di Aplikasi E-BPHTB yang tersedia dan 

terkoneksi di Kantor PPAT yang ada. Sementara untuk wajib pajak yang 

tidak melalui PPAT wajib pajak dapat dilayani melalui loket pelayanan 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan mengupload 

dokumen persyaratan yang dibantu oleh petugas loket.  
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Adapun pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2), sejak tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepahiang melalui Badan Keuangan Daerah sudah menerapkan pelayanan 

pembayaran secara online. Yang mana database wajib pajak sudah 

tersimpan dengan baik dan terintegrasi dengan Stake holder yang ada 

dalam hal ini PT. Bank BRI (Persero) dan PT. Bank Bengkulu. Sama 

seperti delapan jenis pajak lainnya, PBB - P2 juga dapat diakses melalui 

aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang yang dapat diakses di android 

playstore. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini 

didapatkan melalui beberapa proses melalui wawancara dan observasi langsung 

dengan informan dan ke lokasi penelitian, serta memperoleh dokumentasi Yang 

mendukung selama penelitian dilakukan.  

 

5.1 Karakteristik Informan 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan pelayanan  

pembayaran PBB-P2  berbasis Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang, peneliti memilih informan menggunakan purposive sampling,  

informan dipilih sebanyak 8 (delapan) orang yang berasal diantaranya Kepala 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, staf petugas PBB pada Badan 

Keuangan Daerah, petugas  PBB-P2 Kelurahan dan wajib pajak pengguna aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. 

Informan dipilih terhadap orang - orang yang benar-benar memahami dan 

terlibat langsung dalam pelayanan pembayaran PBB-P2, sehingga informasi dan 

data yang didapat terbukti kuat dan akurat. Adapun Informan yang dipilih peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1.      Nama JA, jenis kelamin laki -laki usia 43 (empat puluh tiga) tahun, 

pekerjaan PNS, jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
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Kepahiang. Peneliti memilihnya sebagai informan dikarenakan beliau 

adalah pimpinan pada Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten 

Kepahiang dimana lokasi penelitian dilakukan, beliau yang 

bertanggung jawab dan yang mempunyai kewenangan dan kebijakan 

yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan pada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. 

2.      ED, jenis kelamin perempuan, usia 32 (tiga puluh dua ) tahun, 

pekerjaan tenaga harian lepas, jabatan sebagai staf yang melayani 

pelayanan  pembayaran PBB-P2. Peneliti memilihnya sebagai 

informan karena beliau yang terlibat secara langsung dalam pelayanan 

pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak dan beliau sering 

memberikan informasi dan sosialisasi langsung kepada wajib pajak 

atau masyarakat untuk menggunakan aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang. 

3.      ED, jenis kelamin laki-laki, usia 40 (empat puluh tahun), pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil,  jabatan sebagai staf Kelurahan Pasar ujung 

Kecamatan Kepahiang dan  petugas PBB-P2 Kelurahan yang 

melayani pelayanan  pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat. Peneliti 

memilihnya sebagai informan karena beliau yang terlibat secara 

langsung dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak . 

4.      DRS, jenis kelamin perempuan, usia 30 (tiga puluh tahun), pekerjaan 

ibu rumah tangga, alamat Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai 

Kabupaten Kepahiang. Peneliti memilihnya sebagai informan karena 
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beliau pernah menggunakan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang untuk  pembayaran PBB-P2 . 

5.      SW, jenis kelamin perempuan, usia 34 (tiga puluh empat tahun), 

pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Tebat Monok Kecamatan 

Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Peneliti memilihnya sebagai 

informan karena beliau pernah menggunakan aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang untuk  pembayaran PBB-P2 . 

6.      AA, jenis Kelamin laki-laki, usia 31 (tiga puluh satu) tahun, pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil, alamat perumahan Pesona Indah Desa Taba 

Tebelet  Kecamatan Kepahiang. Peneliti memilihnya sebagai informan 

karena beliau pernah menggunakan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang untuk  pembayaran PBB-P2 . 

7.      YK, Jenis Kelamin perempuan, usia 27 (dua puluh tujuh tahun), 

pekerjaan wiraswasta, alamat jalan lintas Kepahiang - Bengkulu Desa 

Tebat Monok  Kecamatan Kepahiang. Peneliti memilihnya sebagai 

informan karena beliau pernah menggunakan aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang untuk  pembayaran PBB-P2 . 

8.      NT, Jenis Kelamin perempuan, usia 27 (dua puluh tujuh tahun), 

pekerjaan wiraswasta, alamat kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan 

Kepahiang. Peneliti memilihnya sebagai informan karena beliau 

pernah menggunakan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

untuk  pembayaran PBB-P2 . 
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5.2 Hasil Penelitian 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang adalah aplikasi berbasis 

teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan dalam hal pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang. Pajak 

Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak yaitu Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. Dengan menggunakan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, 

wajib pajak dapat mengakses layanan penerimaan pembayaran pajak secara online 

melalui perangkat mobile mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, seperti 

informasi terkait pajak daerah, penghitungan pajak, pengecekan SPPT dan STTS 

serta fitur My-SPTPD, dan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan dengan 

mudah melalui transfer bank atau metode pembayaran online lainnya. 

Dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang menyediakan beberapa menu diantaranya Cek PBB-P2, E-SPPT dan 

E-STTS. Ketiga menu disediakan untuk melayani dan memudahkan masyarakat 

atau wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Adapun tampilan Aplikasi Pajak 

Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut : 
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Gambar i5.1 

Screenshoot Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang memiliki beberapa menu 

untuk melayani masyarakat diantaranya : 

1. E-SPPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.2 

Screenshoot menu E-SPPT pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 
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Gambar i5.3 

Screenshoot  SPPT pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Menu ini disediakan untuk memudahkan  masyarakat atau pengguna untuk 

memperoleh SPPT PBBnya tanpa harus menunggu tagihan dari petugas Penagih 

PBB Kelurahan /  Desa yang ditunjuk. Adapun langkah yang dilakukan yaitu 

dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), tahun pajak dan menjumlahkan 

kode capthanya. Setelah itu aplikasi akan menampilkan surat pemberitahuan pajak 

Terhutang. Untuk SPPT tersebut masyarakat atau wajib pajak dapat mencetak 

sendiri dimanapun dan kapanpun. 

2. E-STTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.4 

Screenshoot  menu E-SPPT pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 
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Gambar i5.5 

Screenshoot  menu E-SPPT pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Hampir sama dengan E-SPPT, pada menu ini masyarakat atau pengguna 

dapat dengan mudah mencetak sendiri surat tanda terima setoran (STTS) dengan 

memasukkan Nomor Objek Pajaknya, tahun pajak dan menjumlahkan kode 

capthanya. Menu ini sangat membantu pengguna yang mau mencetak dan 

membutuhkan bukti lunas atau surat tanda terima setoran kapanpun dan 

dimanapun berada. Hal ini sangat memudahkan pengguna karena untuk 

memperoleh bukti lunas pengguna dapat mencetak sendiri dan tidak perlu lagi 

datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang atau ke Bank. 

3. My-SPTPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.6 

Screenshoot  menu E-SPPT pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 
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Menu ini disediakan untuk memberi kemudahan kepada delapan jenis 

wajib pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet untuk melaporkan surat pemberitahuan 

pajak daerahnya. Setelah wajib pajak yang memiliki username dan password 

mengisi laporannya maka mereka akan dengan mudah mencetak sendiri surat 

ketetapan pajak daerahnya dan surat setoran pajak daerahnya setelah melakukan 

pembayarannya secara online baik melalui Mobile Banking Bank Bengkulu dan 

Bank BRI atau Echanel lainnya yang tersedia. 

4. OSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.7 

Screenshoot  menu OSS pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 
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Selain mempermudah pelayanan pajak untuk masyarakat atau pengguna, 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang ini juga dapat memberikan 

informasi dan akses perizinan website  OSS (Online Single Submission) yaitu 

oss.go.id dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses website OSS atau 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang tersedia. 

5. Sicantik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.8 

Screenshoot  menu Sicantik pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

 

Menu ini disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dan pengguna untuk mengakses website Sicantik.go.id yang disediakan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi sicantik ini adalah sistem aplikasi cerdas 

layanan terpadu untuk publik. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Organisasi 

Perangkat Daerah yang memberikan layanan di Bidang perizina (DPM-PTSP) dan 

masyarakat yang akan memerlukan perizinan daerah. Adapaun manfaatnya adalah 

untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan. 
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Memberikan kemudahan dan kenyaman bagi masyarakat dan mempercepat dan 

mempermudah proses pengajuan perizinan. 

6. SIMBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.9 

Screenshoot  menu SIMBG pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

 

Menu ini disediakan untuk memudahkan masyarakat atau pengguna untuk 

dapat mengakses website simbg.pu.go.id. SIMBG adalah Sistem Informasi 

Manajemen Bangunan Gedung yang merupakan portal perizinan dan pendataan 

bangunan gedung yang disediakan oleh kementerian pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. SIMBG merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi 

dengan Online Single Submission (OSS). dimana masyarakat atau pengguna 

dapatmengajukan permohonan perizinan secara online melalui SIMBG kapan saja 

dan dimana saja. 
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7. Cek PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.10 
Screenshoot  menu CEK PBB pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

 

Menu ini menampilkan informasi untuk mengakses dan mendapatkan 

informasi nomor objek pajak (NOP), dimana masyarakat atau pengguna dapat 

memasukkan Nomor Objek Pajaknya dan akan tampil tagihannya, selanjutnya 

untuk mendapatkan kode bayar masyarakat atau pengguna dapat menekan gambar 

kode BRIVA dan akan muncul kode BRI Virtual Acountnya. Kode tersebut 

merupakan kode bayar melalui layanan yang disediakan oleh PT. Bank BRI 

melalui BRI Mobile, ATM BRI, Agen BRI-Link dan semua E-chanel yang ada.  

Kode BRIVA tersebut dapat juga dibayarkan melalui Mobile Banking bank 

apapun. Selain itu juga Nomor Objek pajak tersebut juga dapat dibayarkan 

melalui ATM dan Mobile Banking Bank Bengkulu. 
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8. BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.11 
Screenshoot  menu BPHTB pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

 

Menu ini menampilkan informasi status pembayaran Bea Perolahan Hak 

atas Tanah dan Bangunan yang telah diterbitkan surat setoran pajaknya oleh 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Jika pembayaran sudah 

dilakukan maka informasi statusnya akan menampilkan lunas, namun jika 

pembayaran belum lunas maka akan menampilkan kode bayar yang selanjutnya 

dapat dibayarkan secara online. Hal ini disediakan dalam rangka upaya 

memudahkan masyarakat atau pengguna untuk mengetahui atau melihat sendiri 

status pembayaran BPHTB nya tanpa harus datang ke Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) atau Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. 
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9. Realisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.12 
Screenshoot  menu realisasi pajak pada Aplikasi Pajak Daerah  

Kabupaten Kepahiang 

 

Menu ini menampilkan realisasi pajak daerah yang diterima Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kepahiang secara realtime. Sebagai sarana keterbukaan 

informasi publik, melalui menu ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 

memberikan akses kepada masyarakat atau siapa saja untuk dapat melihat dan 

memonitor realisasi Pajak Daerah Kabupten kepahiang. Laporan realisasi ini 

dapat diakses secara realtime akuntabel dan transparan. Diharapkan laporan 

realisasi ini dapat merangsang dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar kewajiban Pajaknya. Khusus untuk laporan realisasi PBB, masyarakat 

dapat melihat realisasi perkecamatan dan Kelurahan/Desa sehingga siapa saja 

yang membutuhkan laporan realisasi PBB se Kabupaten Kepahiang dapat 

mengakses sendiri kapanpun dan dimanapun  
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10. Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.13 

Screenshoot  menu tempat pembayaran pada Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang 

 

Menu ini memberikan informasi tempat pembayaran, dimana terdapat 

beberapa tempat pembayaran diantaranya pada Bank Bengkulu, Bank BRI dan 

PT. Pos Indonesia. Untuk saat ini pembayaran secara online dapat dilakukan 

melalui Bank BRI dengan mengakses kode BRI Virtual Acount, dimana 

pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Anjung Tunai mandiri 

(ATM), teller, agen BRILink dan Aplikasi BRIMo. Selain itu pembayaran PBB 

juga dapat dilakukan dengan menggunakan E-Chanel Bank bengkulu baik itu 

mobile banking maupun Anjung Tunai mandiri (ATM).    
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11. Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.14 
Screenshoot menu investasi pada Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang 
 

Menu ini menampilkan beberapa potensi invstasi di Kabupaten Kepahiang. 

Diharapkan dengan adanya informasi ini memudahkan masyarakat atau siapa saja 

untuk mengkases dan mendapatkan informasi terkait potensi investasi di 

Kabupaten Kepahiang yang diharapkan memberikan dampak terhadap investasi di 

Kabupaten Kepahiang.  
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12. Wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.15 
Screenshoot  menu objek wisata pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang 

 

Menu ini menampilkan informasi terkait beberapa tempat wisata di 

Kabupaten Kepahiang. Dengan menyediakan informasi tempat wisata pada 

aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat memerikan 

kontibusi terhadapat peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Kepahiang.   

. 
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5.2.1 Langkah Kerja Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Sebelum tersedianya Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, 

pembayaran PBB P2 di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.16 
Alur pembayaran PBB P2 secara manual 

 

Pelayanan Pembayaran PBB P2 secara manual dimulai dengan 

mendistribusikan SPPT PBB P2 ke Kecamatan dan diteruskan ke Desa dan 

Kelurahan se Kabupaten Kepahiang. Langkah berikutnya petugas PBB P2 

mendistribusikan SPPT PBB kepada wajib pajak, selanjutnya wajib pajak 

dapat membayarkan kewajiban pajaknya kepada petugas PBB di Desa atau 

Kelurahan setempat. Selanjutnya petugas PBB P2 Desa atau kelurahan 
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menyetorkan Pajak dari masyarakat atau wajib pajak ke Bank Bengkulu 

terdekat. Selanjutnya Bank Bengkulu akan menerima dan  mencetak bukti 

lunas atau surat tanda terima setoran PBB P2 dan menyerahkannya kepada 

petugas PBB yang membayarkan. Surat tanda terima setoran yang diterima 

petugas PBB P2 selanjutnya dibawa oleh petugas PBB P2 dan 

didistribusikan kembali kepada masyarakat atau wajib pajak yang sudah 

membayar. Adapun  Data pembayaran dan rekening koran penerimaan  

PBB P2 dilaporkan Bank Bengkulu ke Badan Keuangan Daerah  setiap 

hari. 

Sejak Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 

menyediakan layanan pembayaran PBB-P2 secara online. Adapun langkah 

kerja dalam penerapan pembayaran PBB-P2 secara  online melalui aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.17 
Alur pembayaran PBB P2 secara online 
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Dari gambar di atas dapat dilihat cara  kerja metode pembayaran 

pajak daerah secara online melalui aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang : 

1. Mengintegrasikan Server Pajak Daerah pada Badan Keuangan 

Daerah dengan server Bank Bengkulu dan Bank BRI sehingga 

database Pajak Daerah dapat diakses oleh Bank Bengkulu dan Bank 

BRI secara real time dengan metode host to host. 

2. Wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya melalui ATM, 

Mobile Banking, dan Teller yang disediakan oleh Bank Bengkulu 

dan Bank BRI. 

3. Setelah transaksi dilakukan, secara otomatis pembayaran Pajak 

Daerah akan terekam pada server dan status pembayaran menjadi 

lunas. 

4. Bukti pembayaran dapat diambil melalui atm, mobile banking, dan 

teller Bank Bengkulu dan Bank BRI. Selain itu juga dapat diakses 

sendiri oleh wajib pajak melalui Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang. 

 

5.2.2 Peningkatan Realisasi PBB - P2 

Agar Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang yang telah 

disediakan lebih optimal penggunaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepahiang telah berupaya menghimbau kepada Organisasi Perangkat 

Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usama Milik Negara, Badan Usaha Milik 
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Daerah, perbankan, leasing, koperasi, sekolah, kelurahan dan desa se 

Kabupaten Kepahiang untuk mengunduh atau mendownload serta 

menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Adapun kebijakan ini dapat dilihat dari surat edaran dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i5.18 
Surat edaran pemanfaatan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

 untuk pembayaran PBB P2 secara online 
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Pemanfaatan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

menunjukkan tren positif dimana realisasi penerimaan Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang secara digital meningkat setiap tahunnya. Adapun 

tealisasinya dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5.1 

Realisasi PBB-P2 Kabupaten Kepahiang Secara Digital 
 

Tahun 
Realisasi PBB P2 

(Rp) 

Realisasi Pembayaran 

Secara Digital (Rp) 

Persentase 

(%) 

2021 1.511.875.727 998.830 0.06 

2022 1.558.042.564 17.269.434 1,10 

2023 1.692.639.794 388.109.499 22,92 

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024 

 
 

Tabel diatas menggambarkan bahwa  realisasi pembayaran PBB P2 

yang diterima secara digital (Online) sudah menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya. Namun pembayaran secara konvensional atau manual 

masih mendominasi. Pada tahun 2021 penerimaan PBB-P2 secara digital 

sebesar Rp.998.830 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan 

ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 0.06 % (nol koma nol enam persen) 

dari total realisasi penerimaan PBB-P2. pada tahun 2022 penerimaan PBB-

P2 secara digital meningkat menjadi Rp.17.269.434 (tujuh belas juta dua 

ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau 

sebesar 1,10 % (satu koma sepuluh persen) dari total realisasi penerimaan 

PBB-P2. Adapun tahun 2023 realisasi penerimaan PBB-P2 secara digital 

meningkat menjadi Rp. 388.109.499 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu 
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seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 

sebesar 22,92 % (dua puluh dua koma sembilan puluh dua persen).  

Dari realisasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

PBB-P2 Kabupaten Kepahiang secara digital meningkat setiap tahunnya. 

Diharapkan dengan fasilitas kemudahan pembayaran PBB-P2 yang 

disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dapat memberikan 

dampak terhadap meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Kepahiang dan percepatan perluasan digitalisasi daerah dari sektor 

penerimaan daerah. 

Hasil penelitian Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2, sesuai aspek aspek penelitian, 

diuraikan pada hasil temuan penelitian berikut ini: 

 

 

5.2.3 Kualitas Sistem  

Kualitas Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang Dalam 

Pelayanan Pembayaran PBB-P2 dilihat dari kecepatan respon saat 

digunakan, fleksibelitas yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja 

serta kemudahan saat digunakan dalam pembayaran PBB-P2, berdasarkan 

hasil wawancara dengan masing masing informan, yaitu: JA selaku Kepala 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang usia 43 tahun mengatakan 

bahwa : 

“kalau pengalaman saya menggunakan aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang responnya cepat, namun tergantung kondisi signal, 

aplikasi ini bisa digunakan dimana saja dan kapan saja, sangat fleksibel 
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namun harus didukung dengan signal yang bagus, fitur pada aplikasi ini 

mudah dipahami, dimana kita bisa melihat berpa jumlah pajak kita”  

 

NT selaku wajib pajak yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

 “kalau menurut saya saat membayar pajak kemaren, saya lihat 

respon cepat hanya membutuhkan beberapa menit pembayaran PBB-P2 

selesai. Selain itu, aplikasi ini sudah fleksibel karena aplikasi ini enak 

karena dapat diakses di manapun dan kapanpun sehingga pembayaran 

dapat dilakukan kapanpun dan di manapun” (Wawancara Penelitian, Juni 

2024)  

 

Hasil wawancara ini sejalan dengan observasi peneliti berupa bukti  

pembayaran PBB-P2 yang sukses dan selesai dibayarkan, ditunjukkan 

pada Gambar berikut: 

 
 

Gambar 5.18 

Bukti Pembayaran PBB-P2 Yang sudah selesai sukses dibayarkan 

 

 

Hal ini di dukung juga hasil wawancara ED selaku petugas PBB-P2 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang yang berusia 32 Tahun 

yang mengatakan bahwa: 
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“aplikasi ini cukup dan sangat membantu masyarakat karena 

mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2. 

Aplikasi ini responnya cepat asal ada jaringan internet. Artinya aplikasi 

sudah fleksibel dan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak 

kapan saja mau pagi, siang atau malam, asal masyarakat memiliki akses 

internet, makanya aplikasi ini mudah digunakan” (Wawancara Penelitian, 

Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan ED selaku petugas PBB-P2 

Kelurahan  yang berusia 40 Tahun mengatakan bahwa: 

“pada dasarnya aplikasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang 

ada, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh 

hak secara optimal” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti, bahwa petugas pajak 

membantu mengunakan Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2 dikarenakan masyarakat baru tahu 

tentang aplikasi ini. Seperti telihat pada Gambar di bawah ini: 

 
 

Gambar 5.19 

Petugas Loket BKD  Membantu Penggunaan Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2  
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Menurut hasil wawancara dengan DRS selaku masyarakat PBB-P2 

pajak yang berusia 30 Tahun mengatakan bahwa: 

“Kalau untuk respon sepertinya sesuai dengan sinyal ya, kita by online 

misal sinyalnya bagus pembayarannya bisa berhasil dan sangat cepat lah, 

tergantung sinyal lah intinya. Tapi kemarin pernah juga ada sekali yang 

kedua itu ada pos pembayaran kebetulan mau balik nama input BPHTB 

pembayarannya belum masuk itu baru pemberitahuannya sekitar 2 harian. 

Kalau Fleksibilitas, kita dari rumah saja bisa langsung bayar. Jadi sudah 

baguslah untuk fleksibilitas nya dan sudah sangat membantu lah. Lalu untuk 

kemudahan sih mudah untuk segala aksesnya, tinggal yang penting ada 

kuota internet aja ya pak. Kalau untuk menu-menu sudah sesuai dan ada 

pilihannya” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Hasil wawancara ini sejalan dengan hasil observasi peneliti yang 

menunjukkan bahwa salah satu contoh respon yang kurang dari aplikasi 

pajak ini yang tidak ditemukannya data saat melakukan pencarian Nomor 

Objek Pajak PBB P2, sebagai berikut: 

 

Gambar 5.20 

Screenshoot Pencarian NOP yang tidak ditemukan pada Aplikasi Pajak 

Daerah Kabupaten Kepahiang 
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Kemudian hasil wawancara dengan YK selaku masyarakat atau wajib 

pajak PBB-P2 pajak yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

“Pernah tahun kemarin Tahun 2023 menggunakan aplikasi ini. Kalau 

kecepatan respon cukuplah. Tapi aplikasinya bisa hanya bisa di download di 

Play Store. Kalau bayar lewat aplikasi ini Pak, lebih mudah atau lebih 

memudahkan masyarakat tidak perlu datang ke bank dan petugas tidak perlu 

datang ke desa-desa sangat efektif sekali pak.  

 

Sementara itu  terkait fleksibilitas masih menurut Y K bahwa : 

 

Kalau fleksibel, Pak, Ini contohnya keluarga saya punya punya aset di 

Tebat Monok, beliau lagi di Jakarta masih bisa bayar, jadi memudahkan Pak, 

kapan kita mau, bisa pagi, siang maupun malam.   

 

Terkait kemudahan Y K mengatakan sekaligus menyarankan: 

 

Untuk kemudahan pengunaan sudah mudah Pak. Kalau sejauh ini tidak 

ada masalah sangat mudah lah apalagi kalau bisa kayak di daerah Jawa, itu 

sudah tersedia di marketplace seperti shopee, jadi lebih gampang. Itu sih 

saran saya karena ibu-ibu sekarang atau orang kan merata punya aplikasi 

shopee dan kalau saya lihat keluarga saya di Jawa itu bayarnya sudah bisa 

lewat marketplace pak, lebih mudah kan itu pak. Jadi kita bayarnya kayak 

beli barang biasa aja” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan SW selaku masyarakat atau wajib 

pajak  PBB-P2 pajak yang berusia 33 Tahun mengatakan bahwa: 

“pernah saya manfaatkan dan kadang ada tetangga minta tolong. Kalau 

kecepatan responnya asal jaringan tidak gangguan, 10 menit kita bayar juga 

sudah statusnya terbayar di aplikasinya. Tapi terkadang jaringan, namanya 

kita tinggal di desa Pak kurang stabil. Saya pernah mengalami kode briva 

tidak ditemukan, sehingga setengah jam baru kita coba lagi  dan bisa baru 

bisa.  

 

Adapun terkait fleksibilitan SW mengatakan bahwa : 

 

Fleksibilitas itu kan di mana saja bisa, asalkan masih untuk PBB 2 

Kepahiang kebetulan kita lagi di luar kota Bengkulu juga bisa Pak, yang 

penting ada nomor NOP pajak. Yang penting ada kuota sama saldo 

rekeningnya. Lalu penggunaannya mudah di download aja aplikasinya dan 

tidak terlalu banyak menemui masalah dan tidak terlalu ribet, jadi tidak 

banyak menunya makanya dipahami sebagai ibu rumah tangga” (Wawancara 

Penelitian, Juni 2024) 
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Kemudian hasil wawancara dengan AA selaku masyarakat atau wajib 

pajak PBB-P2 pajak yang berusia 31 Tahun mengatakan bahwa: 

“kalau kecepatan respon cukuplah pak, kan kalau kita datang ke kantor 

sore otomatis sudah di luar jam kerja, udah nggak ada bisa tapi karena pakai 

aplikasi ini kapan saja saya mau buka waktu itu sudah sore pun masih bisa 

diproses salah satunya tidak terkendala dengan jarak waktu Pak. Ketika saya 

lihat ya memang sangat mudah tidak terlalu banyak lah tahapan-tahapannya, 

karena memang menunya mudah dimengerti dan dipahami, sehingga mudah 

juga digunakan” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dalam pelayanan pembayaran 

PBB-P2 sudah memiliki kecepatan respon cukup baik asalkan memiliki 

jaringan internet yang memadai. Sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas 

Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang  

sebagai berikut : 

Tabel 5.2 

Data Kecepatan Akses Internet Kabupaten Kepahiang 

 
Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik  

       Kabupaten Kepahiang, 2024 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa 

lokasi atau daerah di Kabupaten Kepahiang yang memiliki jaringan dalam 

kategori tidak layak. Hal ini tentu berdampak pada jangkauan layanan pajak 

daerah Kabupaten Kepahiang secara online kepada masyarakat atau wajib 

pajak. Selain itu terjadinya gangguan jaringan atau pemeliharaan pada 

layanan perbankan dapat menyebabkan terlambatnya perubahan status lunas 

setelah dilakukannya pembayaran yang kadang kala memerlukan waktu 10 

menit bahkan ada beberapa kasus yang mana status lunasnya bisa sampai 

dengan 2 hari.  

Untuk fleksibelitas Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang cukup 

baik, dimana aplikasi tersebut dapat digunakan dimana saja dan kapan saja 

sebagaimana yang disampaikan beberapa informan bahwa pembayaran PBB-

P2 Kabupaten Kepahiang dapat dilakukan dari rumah atau dari tempat mana 

saja, hal ini tentu sangat membantu masyarakat dalam pembayaran PBB-P2. 

Terkait kemudahan, Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang ini sudah 

cukup baik, dimana aplikasi mudah untuk dimengerti dan digunaka, tahapan - 

tahapannya tidak terlalu banyak dan tidak ribet. Untuk meningkatkan 

kemudahan, sebaiknya apembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui 

marketplace seperti shopee atau tokopedia sehingga masyarakat banyak 

pilihan untuk kanal pembayaran PBB-P2. 

 

5.1.1 Kualitas Informasi  

Kualitas Informasi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2 dilihat dari ketepatan 
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waktu yang baik saat digunakan, keringkasan dalam melakukan pembayaran 

dan kemudahan untuk dipahami dalam pembayaran PBB-P2, berdasarkan 

hasil wawancara dengan masing masing informan mengatakan bahwa:  

JA selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang usia 

43 tahun mengatakan bahwa: 

“ketepatan waktu aplikasi ini sudah cukup baik, ketika sudah bayar 

kita bisa langsung lihat bukti lunas kita, bisa dicek sendiri, aplikasi ini 

ringkas karena tahapannya tidak rumit dan tidak bertele - tele, bisa langsung 

membayar PBB-P2. aplikasi ini mudah dipahami, walaupun bagi pengguna 

yang baru. Aplikasi ini tidak ribet, menunya sederhana sesuai kebutuhan 

untuk membayar PBB-P2. 

 

 NT selaku wajib pajak yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

“untuk informasi ada, kalau ada kesalahan akan muncul notifikasi 

pemberitahuannya, jadi kita tahu apa kesalahan kita” (Wawancara 

Penelitian, Juni 2024) 

 

Sementara iu, hasil wawancara dengan ED selaku petugas PBB-P2  

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang yang berusia 32 Tahun 

mengatakan bahwa: 

“menurut saya aplikasi dapat digunakan selagi aplikasinya tidak 

terganggu jaringan, selain itu juga aplikasi ini mudah dimengerti oleh para 

wajib pajak PBB-P2. Kemudian aplikasinya mudah diakses dan dapat 

dimengerti dan kita karena dipermudah dengan aplikasi pajak ini  sebab 

respon cepat dan aplikasi pajak daerah kabupaten Kepahiang sudah bersifat 

umum” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Sementara iu, hasil wawancara dengan ED selaku petugas PBB-P2 

Kelurahan  yang berusia 40 mengatakan bahwa: 

“dalam aplikasi ini banyak pilihan, untuk membayar pajak, jadi 

banyak informasi yang tersedia, sehingga jika masyarakat mau membayar 

pajak, mereka tinggal memilih mau membayar pajak apa, karena sudah ada 

pilihan. Kalau ketepatan waktu sudah bagus tidak ada masalah, mudah 

dipahami dan mudah juga digunakan” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 
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Kemudian hasil wawancara dengan DRS selaku masyarakat atau 

wajib pajak PBB-P2 pajak yang berusia 30 Tahun mengatakan bahwa: 

“Ketepatan waktu, sejauh ini kalau yang saya coba kemarin 

Alhamdulillah itu lancar semuanya lancar cetak berita cetak tunggakan. 

Kalau keringkasan dilihat dari saya kemarin itu ringkas dan lebih simpel 

bisa digunakan di mana saja jadi tidak kaku lah. Selama saya menggunakan 

ini Alhamdulillah kemarin tidak pernah menemukan ada kendala lah 

semuanya lancar-lancar saja. Kalau dipahami. Sangat mudah dipahami 

karena tersedia menu-menu yang kita ingin gunakan misalkan untuk 

penerbitan ada menu cetak dan kita bisa bisa melihat tunggakan. ” 

(Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan YK selaku masyarakat atau wajib 

pajak PBB-P2 pajak yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

“ketepatan waktu bagus, tapi ada sekali waktu itu Pak mungkin 

sistemnya lagi error, Saya kan sudah bayar pas di aplikasi yang lain ternyata 

kendalanya Kok belum bayar. Tapi kita sudah punya bukti lunasnya. Tapi 

kalau sekarang nggak ada masalah lagi cuma yang itu saja sekali. Kalau 

ringkas sudah, pertama saya tidak perlu ke bank lagi, bagus dan singkat-

singkat penggunaan aplikasinya dan sangat mudah dipahami, jadi tidak ada 

masalah buka handphone buka aplikasi tinggal Ikutin intsruksi gampang 

kok” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan SW selaku masyarakat PBB-P2 

pajak yang berusia 33 Tahun mengatakan bahwa: 

“kalau tepat waktu sudah memenuhi. Kita itu sudah bayar kita buka 

aplikasi berita kita masukkan kode 10 menit kemudian aplikasi PBB nya 

sudah lunas sudah terbayar yang lebih gampang pastinya itu Pak dan 

sekarang apa-apalah saja harus lunas PBB.  

 

Terkait keringkasan SW menjelaskan bahwa: 

 

Kalau keringkasan kalau menunya ringkas nggak terlalu ribet 

mudahlah sebagai ibu rumah tangga. Simpel nggak bertele-tele Pak yang 

penting kalau kita bayar tunggu aja kita udah selesai. Kalau kita mau minta 

kalau kita minta struk pembayarannya kita bisa ke Bank Bengkulu atau print 

sendiri asal ada Printer, jadi mudah tidak ribet mudah dimengerti bisa 

dilakukan sendiri jadi kita mudah untuk dipahami” (Wawancara Penelitian, 

Juni 2024) 
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Sementara itu, bentuk surat tanda terima setoran atau bukti  

pembayaran  yang dapat didownload dan dicetak sendiri seperti gambar di 

bawah ini: 

 

 
 

 

Gambar 5.21 

Screenshoot Surat tanda terima setoran pada Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang 

 

Kemudian hasil wawancara dengan AA selaku masyarakat atau wajib 

pajak PBB-P2 yang berusia 31 Tahun mengatakan bahwa: 

“kalau ketepatan waktu, ada kemaren, kalau pengalaman saya kemarin 

ketika saya mau cetak langsung tidak bisa pak, ya mungkin tadi masih juga 

didukung dengan jaringan.  

 

Terkait keringkasan beliau mengatakan bahwa: 

 

Kalau keringkasan, untuk yang seusia saya sangat gampang tidak 

bertele-tele tidak ribet gitu pak, tapi menunya tidak ada penjelasan lebih 

lanjut baik itu prosesnya untuk dibuat dan ada keterangan atau apa berita 

aplikasi itu ditambahkan atau membuat petunjuk supaya masyarakat bisa 

mendapatkan informasi itu lebih detail. Kalau untuk menu yang seperti saya 
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bilang tadi kurang Memang agak sedikit kurang saya pahami surat banyak 

istilah-istilah yang menurut saya tidak ada penjelasan lebih lanjut 

masyarakat di kolom itu bisa mendapat informasi lebih detail” (Wawancara 

Penelitian, Juni 2024) 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Kualitas Informasi Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang Dalam Pelayanan Pembayaran 

PBB-P2 cukup baik. Dimana untuk ketepatan waktu aplikasi dapat 

memproses pembayaran sampai dengan sepuluh menit, namun ada transaksi 

yang selesai sampai lebih dari dua puluh empat (24) jam. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kendala jaringan atau adanya pemeliharaan dari Perbankan 

atau sistem aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang sendiri. Untuk 

keringkasan, aplikasi ini dinilai ringkas, tidak bertele - tele dan tidak ribet 

oleh beberapa informan. Namun sebaiknya ditambahkan menu keterangan 

dan tutorial. Untuk kemudahan, aplikasi ini dirasa sudah sangat mudah 

untuk dipahami dan digunakan, agar lebih mudah lagi untuk dipahami  

sebaiknya aplikasi ini tidak menggunakan singkatan atau istilah agar 

masyarakat lebih mudah dalam mengunakannya.  

 

5.2.4 Kualitas Layanan 

Kualitas Layanan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kapahiang Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2 dilihat dari daya 

tanggap yang cepat, jaminan keamanan dan adanya notifikasi jika terjadi 

kesalahan dalam pembayaran PBB-P2, berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing masing informan mengatakan bahwa:  
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JA selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 

usia 43 tahun mengatakan bahwa : 

“daya tanggap sudah baik, apa yang dibutuhkan sudah langsung 

diproses, untuk jaminan keamanan, setelah kita bayarkan status 

pembayarannya langsung lunas, jaminan keamannya sudah bagus. 

Kelebihan aplikasi ini memberi notifikasi, jika terjadi kesalahan langsung 

muncul notifikasinya jadi pengguna tahu apa yang harus diperbaiki jika 

terjadi kesalahan. Saya sangat senang dengan fleksibilitas aplikasi ini 

karena dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Keringkasan, kalau bisa 

dibuat lebih ringkas lagi, tergadang pengguna belum familiar dengan 

aplikasi, agar aplikasi ini dibuat lebih ringkas lagi”. 

 

Untuk kemudahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat atau 

wajib pajak JA menyarankan : 

 

“Sebaiknya kita komunikasikan dengan pihak vendor untuk 

menyediakan tower provider sehingga tidak ada lagi blank spot sehingga 

fleksibilitas  aplikasi lebih baik lagi, tambah kanal pembayaran baru 

dengan Bank yang lain dan marketplace, kita akan jajaki dengan 

perbankan dan marketplace agar kanal pembayaran bertambah sehingga 

masyarakat sangat mudah untuk membayar kewajiban pajaknya”. 

 

NT selaku wajib pajak yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

“Ya kalau menurut pengalaman saya kelebihannya memudahkan 

masyarakat dalam pembayaran pajak, simpel hemat waktu dan tidak perlu 

mengantri ke bank. Selain itu, pada dasarnya aplikasinya sudah bagus dan 

perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih gampang mudah dalam 

membayar pajak” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Sementara itu, hasil wawancara dengan ED selaku petugas PBB-P2 

pajak yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

“ya sudah cepat tanggap, dan aplikasi ini menjamin kemananan 

masyarakat dalam membayar pajak, karena apabila masyarakat membayar, 

sudah tercatat disistem secara otomatis” (Wawancara Penelitian, Juni 

2024) 

 

Sementara iu, hasil wawancara dengan ED selaku petugas PBB-P2 

Kelurahan  yang berusia 40 mengatakan bahwa: 



92 
 

“selama ini aplikasi sudah berjalan, tetapi tidak semua masyarakat 

memanfaatkannya, masih banyak juga mereka yang membayar pajak 

melalui petugas dan juga yang di desa mereka menitipkan kepada Kepala 

Desa atau Petugas PBB-P2” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan DRS selaku masyarakat atau 

wajib pajak PBB-P2 yang berusia 30 Tahun mengatakan bahwa: 

“Ya daya tanggap sudah cepat Pak.  Kemarin sinyalnya bagus lagi 

lancar dan pas pembayaran juga oke, sudah cepatlah. Kalau untuk 

keamanan sejauh ini sih aman aman saja. Kalau untuk kesalahan sudah ada 

notifikasinya kalau kita salah masuk Pak. 

 

Selian itu DRS juga mengatakan : 

 

Saran dari kita masyarakat ini, maaf ngomong itu tidak semuanya 

mengerti dengan aplikasi, jadi sekedar saran kalau bisa pembayarannya itu 

bisa diperluas lagi selain di Bank Bengkulu BRI Indomaret karena itu yang 

lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kita. Bisa juga pakai QRIS yang 

lebih simpel lagi. Kalau yang lansia itu kan mereka kan tidak paham 

dengan yang namanya aplikasi.” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan YK selaku masyarakat atau 

wajib pajak PBB-P2  yang berusia 27 Tahun mengatakan bahwa: 

“Daya tanggap ya standar-standar aja nggak terlalu cepat tapi cukup 

efektif. Saya pernah mau coba cek tapi nggak bisa kebuka, tidak tahu 

masalahnya, apa sinyalnya, jelasnya kalau saya sih kalau ada masalah saya 

nggak chat admin tapi saya langsung aja telepon ke petugasnya di BKD.  

 

Untuk keamanan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang Y K 

mengatakan bahwa:  

 

Keamanan, ya selama ini aman-aman saja, sejauh ini nggak ada 

masalah, aman lah. Selama saya menggunakan aplikasi itu baik-baik saja. 

Pernah dulu sekali agak lelet lambat-lambat dapat pemberitahuan 

lunasnya. Pada Notifikasi. Karena tidak menemukan masalah saya tidak 

ada notifikasi. Kalau kendalanya sekali-sekali pernah error, saya sudah 

bayar tapi pas dicek lagi belum dibayar. Terus yang kedua sudah efektif 

tapi boleh ditingkatkan lagi fleksibilitasnya marketplace shopee , kalau 

kita mau nambah aplikasi itu otomatis memberatkan HP jadi kita bisa kan 

sekalian di shopee belanja.” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 
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Kemudian hasil wawancara dengan SW selaku masyarakat PBB-P2 

pajak yang berusia 33 Tahun mengatakan bahwa: 

“daya tanggap cukup la, pernah terjadi NJOP tidak ditemukan kita 

datang aja ke BKD itu cepat responnya. Kan kita juga punya nomor BKD 

kita telepon cepat juga tapi kita teleponnya di luar sistem. Untuk 

keamanan, ya aman-aman saja, selama ini nggak ada masalah karena bayar 

PBB aja nggak ada minta nomor apa apa, ya sudah terjamin lah. Kalau 

notifikasi pemberitahuan dalam menggunakan aplikasi ini ada, notifikasi 

langsung muncul di HP kita pak, ditemukan ada muncul notifikasi kayak 

gitu” (Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Kemudian hasil wawancara dengan AA selaku masyarakat PBB-P2 

pajak yang berusia 31 Tahun mengatakan bahwa: 

“Kalau daya tanggap aplikasi ini sudah cepat dalam pembayaran, 

tapi kalau saya lihat memang ketika itu, tidak ada kolom untuk bertanya 

atau Nomor WhatsApp untuk mempermudah dan mempercepat daya 

tanggap aplikasi ini. Saran dari supaya bisa ketika wajib pajaknya 

mengalami kendala atau kesusahan bisa chat langsung dengan petugas ya 

pak. Kalau saya buka website kayak jualan mobil itu dia udah ada chat 

otomatis, jadi supaya lebih cepat dan jika ada kendala kita bisa 

menanggapi terhadap keluhan-keluhan atau masukan-masukan atau 

pertanyaan-pertanyaan.  

 

Untuk jaminan keamanan AA mengatakan bahwa : 

 

Kalau jaminan keamanan, saat itu Real Time sudah langsung ke 

debet dari saldo dan sudah langsung lunas di PBB. Terkait notifikasi, saya 

rasa misalnya menghadapi kesalahan sama dengan  masukan diatas Pak. 

Iya notifikasi sudah secara otomatis disampaikan atau diberitahukan.” 

(Wawancara Penelitian, Juni 2024) 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Kualitas Layanan Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang Dalam Pelayanan 

Pembayaran PBB-P2 cukup baik. Dimana untuk daya tanggap aplikasi 

pajak daerah kabupaten Kepahiang sudah cepat dan baik namun sebaiknya 

ditambahkan menu kolom chat dan nomor WhatsApp agar memudahkan 
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pengguna untuk berkonsultasi langsung ke operator  jika aplikasi lambat 

memberikan tanggapan. Untuk jaminan keamanan, aplikasi ini sudah 

cukup baik dimana aplikasi ini memberikan informasi lunas setalah 

pembayaran dilakukan, dan secara realtime saldo yang ada terdebet dan 

pembayaran juga lunas. Terkait notifikasi,  Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kapahiang sudah memberikan notifikasi jika pembayaran 

sudah dilakukan atau jika terjadi kesalahan input. 

 

5.3 Pembahasan 

Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang adalah aplikasi berbasis 

teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan dalam hal pelayanan PBB-P2 di Kabupaten Kepahiang. Dengan 

menggunakan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, wajib pajak dapat 

mengakses layanan penerimaan pembayaran pajak secara online melalui 

perangkat mobile mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, seperti 

informasi terkait pajak daerah, penghitungan pajak, pengecekan SPPT dan STTS 

serta fitur My-SPTPD, dan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan dengan 

mudah melalui transfer bank atau metode pembayaran online lainnya. 

Dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang menyediakan beberapa menu diantaranya Cek PBB-P2, E-SPPT dan 

E-STTS. Ketiga menu disediakan untuk melayani dan memudahkan masyarakat 

atau wajib pajak dalam membayar PBB-P2. 
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Pelayanan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kepahiang berbasis Sistem 

Aplikasi Pajak Daerah mendapatkan berbagai respon dari masyarakat sebagai 

pengguna aplikasi tersebut. Pada aspek kualitas sistem yang mencakup kecepatan, 

fleksibilitas dan kemudahan digunakan, yang mana aplikasi dapat digunakan 

dimana saja dan kapan saja serta mudah untuk digunakan. Pada aspek kualitas 

informasi aplikasi memiliki keringkasan dan kemudahan pemahaman informasi 

namun ketepatan waktu aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang terkadang 

membutuhkan waktu sampai dengan 10 (sepuluh) menit dan untuk beberapa 

pembayaran ada yang sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam. Pada aspek 

kualitas layanan sistem, aplikasi memiliki daya tanggap yang efektif, jaminan 

keamanan, serta empati yang dapat memberikan notifikasi jika terjadi kesalahan, 

namun belum ada fasilitas untuk berkomunikasi langsung dengan petugas PBB-

P2. 

Temuan ini di dukung oleh temuan penelitian Agustina, (2019) yang 

menemukan bahwa Aplikasi mobile PMB sudah efektif sistem dan infromasi yang 

dihasilkan. Menurut temuan penelitian Armelia dan Elvira. (2020) dalam 

penelitiannya menemukan terdapat pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, 

Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Pajak. Selain itu pada 

penelitian Putri (2019) menemukan bahwa ada pengaruh sistem informasi pada 

pelayanan online dan ada pengaruh kualitas pelayanan pada pelayanan online. 

Scott et al., (2020: 32) menjelaskan bahwa Kualitas layanan adalah kualitas 

dukungan yang diterima pengguna sistem dari pengembang sistem, dan kualitas 
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layanan terutama empati sangat penting dalam praktik dan pengembangan situs 

web e-gov.  

Sistem pengumpulan pajak menurut Mardiasmo (2018:59), yaitu: 1) 

Sistem pemeringkatan resmi. Suatu sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak 

yang dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini 

Wajib Pajak bersifat pasif), 2) Sistem laporan mandiri. Sistem pemungutan pajak 

yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya 

pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak harus terlibat aktif dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak pusat dan nasional kepada 

Departemen Pendapatan dan Pendapatan Negara. Pajak dibayarkan kepada 

organisasi instansi daerah yang ditunjuk sebagai pengelola pajak daerah, 3) 

Dengan sistem retensi. Suatu cara pemungutan pajak dimana pihak ketiga 

menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 

5.3.1 Kualitas Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam 

Pelayanan Pembayaran PBB-P2 

Kualitas Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam 

Pelayanan Pembayaran PBB-P2 sudah memiliki kecepatan respon yang 

didukung dengan jaringan internet yang memadai dan sudah memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2. 

Namun masih adanya beberapa pembayaran yang lambat dalam perubahan 

status lunas setelah melakukan pembayaran yang kadang kala memerlukan 

waktu 10 menit sampai dengan 2 hari. 
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Untuk fleksibelitas Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, 

aplikasi tersebut dapat digunakan dimana saja dan kapan saja sebagaimana 

yang disampaikan beberapa informan bahwa pembayaran PBB-P2 

Kabupaten Kepahiang dapat dilakukan dari rumah atau dari tempat mana 

saja, hal ini tentu sangat membantu masyarakat dalam pembayaran PBB-

P2. Terkait kemudahan, Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

mudah untuk dimengerti dan digunakan, tahapan - tahapannya tidak terlalu 

banyak dan tidak rumit. Untuk meningkatkan kemudahan, sebaiknya 

pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui marketplace seperti shopee 

atau tokopedia sehingga masyarakat banyak pilihan untuk kanal 

pembayaran PBB-P2. 

Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 

dapat berkoordinasi dengan PT. Bank BRI dan PT. Bank Bengkulu agar 

respon atau status lunas pembayaran lebih cepat setelah pengguna atau 

masyarakat melakukan pembayaran PBB-P2 ini, sehingga masyarakat 

tidak menunggu lama. 

Sejalan dengan pendapat Wintana, dkk (2021:120) indikator kualitas 

sistem adalah: Kecepatan respon, flexsibelitas, dan kemudahan 

penggunaan. Iivari (2005:32) terdiri dari enam skala pengukuran kualias 

sisttem yaitu, fleksibilitas isistem, integrasi sistem, waktu respon, koreksi 

kesalahan, aksesibilitas, dan bahasa. 

Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang merujuk pada 

seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, 
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prosedur dari sistem informasi untuk dapat menyediakan kebutuhan 

pengguna (Kusrini dan Andri, 2019:52). Temuan ini di dukung juga 

dengan pendapat Wintana, dkk (2021;120) indikator kualitas informasi 

adalah: Ketepatan waktu, keringkasan, dan mudah dipahami. Iivari 

menjelaskan bahwa (2005:37) kualitas informasi menggunakan enam skala 

pengukuran: Kelengkapan, akurasi, keandalan, data terus diperbarui dan 

dalam bentuk output.  

Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan secara detail terkait 

indikator dari aspek kualitas sistem seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Sistem 

 

 

 

Kecepatan 

Aplikasi memiliki kecepatan 

respon yang harus didukung 

jaringan internet yang 

memadai,  Ada beberapa 

pembayaran yang lambat 

dalam perubahan status lunas 

setelah melakukan 

pembayaran yang kadang 

kala memerlukan waktu 10 

menit, bahkan pembayaran 

sampai dengan 2 hari. 

 

Fleksibilitas 

Aplikasi dapat melayani 

pembayaran PBB-P2 dimana 

saja dan kapan saja. 

 

Kemudahan digunakan 

Aplikasi mudah untuk  

digunakan dimana tahapan - 

tahapannya tidak terlalu 

banyak dan tidak rumit. 
 

5.3.2 Kualitas Informasi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kapahiang Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2 

Kualitas Informasi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2  untuk ketepatan waktu 



99 
 

aplikasi dapat memproses pembayaran sampai dengan sepuluh menit (10) 

namun ada transaksi yang selesai sampai lebih dari dua puluh empat (24) 

jam. Hal ini dapat disebabkan oleh kendala jaringan atau adanya 

pemeliharaan dari Perbankan atau sistem aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang sendiri. Untuk keringkasan, aplikasi ini dinilai ringkas, tidak 

bertele - tele dan tidak rumit oleh beberapa informan. Namun sebaiknya 

ditambahkan menu keterangan dan tutorial. Untuk kemudahan, aplikasi ini 

dirasa mudah untuk dipahami dan digunakan, agar lebih mudah lagi untuk 

dipahami sebaiknya aplikasi ini tidak menggunakan singkatan atau istilah 

agar masyarakat atau pengguna lebih mudah dalam memahami dan 

mengunakannya.  

Oleh karena itu kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Kepahiang untuk dapat mengembangkan aplikasi ini dengan menambah 

penjelasan-penjelasan tentang singkatan-singkatan dan menambahkan 

tutorial atau video petunjuk penggunaan aplikasi untuk memudahkan 

masyarakat. 

Temuan juga menunjukkan bahwa kualitas informasi sistem Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dalam pelayanan pembayaran PBB-

P2 sudah memberikan informasi yang jelas. Dimana masyarakat dapat 

dengan mudah membayarkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) serta surat tanda terima setoran (STTS) secara mandiri. 

Selain itu aplikasi ini mudah dimengerti dan dipahami serta memiliki 

respon cepat saat digunakan. 
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Kualitas informasi yang buruk akan membuat konsumen melakukan 

usaha lebih untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan ini akan 

menambah biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli, sehingga akan 

menurunkan kepuasan (Jung et al, 2019:54). Menurut Taufiq (2018:27) 

kualitas sistem informasi merupakan ciri karakteristik kualitas yang 

diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi yang 

diinginkan informasi karakteristik produk.  

Kualitas informasi yang digunakan dalam perusahaan, berkaitan 

dengan sistem informasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan pemakai sehingga dapat digunakan untuk mengolah data 

menjadi suatu informasi yang berkualitas dan berguna bagi pemakai 

informasi tersebut (Armelia dan Elvira, 2020:11). 

Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan secara detail terkait 

indikator dari aspek kualitas informasi seperti dibawah ini : 

 

 

Kualitas 

Informasi 

 

 

Ketepatan waktu 

Aplikasi dapat memproses 

pembayaran sampai dengan 

sepuluh menit (10), namun ada 

transaksi yang selesai sampai 

lebih dari dua puluh empat (24) 

jam. Hal ini dapat disebabkan 

oleh kendala jaringan atau 

adanya pemeliharaan dari 

Perbankan atau sistem aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang sendiri. 
 

Keringkasan Aplikasi ini dinilai ringkas, 

simpel, tidak bertele - tele dan 

tidak rumit. 
 

Mudah dipahami Aplikasi ini dirasa mudah 

untuk dipahami dan digunakan, 

agar lebih mudah lagi untuk 
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dipahami sebaiknya aplikasi ini 

tidak menggunakan singkatan 

atau istilah 

 

5.3.3 Kualitas Layanan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kapahiang Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2 

Kualitas layanan sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 pada indikator daya 

tanggap cepat dan baik, namun dari beberapa masukan informan sebaiknya 

pada aplikasi ditambahkan menu kolom chat dan nomor service center 

agar memudahkan pengguna untuk berkonsultasi langsung ke operator jika 

aplikasi lambat memberikan tanggapan.  

Aplikasi ini memberikan jaminan keamanan dimana informasi dan 

status lunas pembayaran dapat diperoleh secara realtime dan saldo yang 

ada terdebet secara langsung. Terkait empati, Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kapahiang sudah memberikan empati kepada pengguna yang 

didesain bukan hanya bekerja secara fungsional namun juga mudah dan 

nyaman saat digunakan. Aplikasi ini memberikan notifikasi jika 

pembayaran sudah dilakukan atau jika terjadi kesalahan input atau 

penggunaan. 

Untuk meningkatkan kualitas layanan Aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang, Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Kepahiang 

agar menambah fasilitas chatting untuk pengguna atau masyarakat 

sehingga dapat langsung berkomunikasi dengan petugas PBB-P2 dan dapat 

memberikan atau memasukkan nomor WhatsApp petugas PBB-P2 yang 
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dapat dihubungi agar masyarakat dapat berkomunikasi apabila ada 

pertanyaan atau kendala-kendala dalam melakukan pembayaran pajak. 

Sesuai dengan pendapat Wintana, dkk (2021:120) indikator kualitas 

layanan adalah: Daya tanggap, jaminan dan empati.  Iivari (2005:43) 

menjelaskan bahwa indikator kualitas layanan dapat dilihat dari jaminan 

kualitas sistem, empati sistem bagi pengguna, daya tanggap atau kualitas 

respons system. Tjiptono (2018:251) menjelaskan kualitas pelayanan 

menitikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta ketepatan penyampaian dalam memenuhi harapan 

pelanggan. 

Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan secara detail terkait 

indikator  kualitas layanan seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Kualitas layanan 

 

 

Daya Tanggap 

Daya tanggap cepat dan 

baik, namun dari beberapa 

masukan informan 

sebaiknya pada aplikasi 

ditambahkan menu kolom 

chat dan nomor service 

center agar memudahkan 

pengguna untuk 

berkonsultasi langsung ke 

operator jika aplikasi 

lambat memberikan 

tanggapan.  

 

 

Jaminan Keamanan 

Aplikasi ini memberikan 

jaminan keamanan dimana 

informasi dan status lunas 

pembayaran dapat 

diperoleh secara realtime 

dan saldo yang ada 

terdebet secara langsung 

 Aplikasi ini memberikan 

empati kepada pengguna 

yang didesain bukan hanya 
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Empati 

bekerja secara fungsional 

namun juga mudah dan 

nyaman saat digunakan. 

Aplikasi  ini memberikan 

notifikasi jika pembayaran 

sudah dilakukan atau jika 

terjadi kesalahan input 

atau penggunaan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, 

dan dari hasil penelitian serta pembahasan yang ada, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang adalah aplikasi berbasis 

teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan dalam hal pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang.  

Dengan menggunakan aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, wajib 

pajak dapat mengakses layanan penerimaan pembayaran pajak secara online 

melalui perangkat mobile mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, 

seperti informasi terkait pajak daerah, penghitungan pajak, pengecekan 

SPPT dan STTS serta fitur My-SPTPD, dan mekanisme pembayaran yang 

dapat dilakukan dengan mudah melalui transfer bank atau metode 

pembayaran online lainnya. 

Dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten 

Kepahiang menyediakan beberapa menu diantaranya Cek PBB-P2, E-SPPT 

dan E-STTS. Ketiga menu tersebut disediakan untuk melayani dan 

memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dan 
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mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  dan Surat Tanda 

Terima Setoran (STTS) secara mandiri. 

2. Respon masyarakat terhadap pelayanan pembayaran PBB-P2 berbasis 

Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dilihat dari aspek penelitian 

sebagai berikut:  

a) Kualitas Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang dalam 

Pelayanan Pembayaran PBB-P2 sudah memiliki kecepatan respon yang 

didukung dengan jaringan internet yang memadai dan sudah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan 

pembayaran PBB-P2. Namun masih adanya beberapa pembayaran yang 

lambat dalam perubahan status lunas setelah melakukan pembayaran. 

Untuk fleksibelitas Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang, 

aplikasi tersebut dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Terkait 

kemudahan penggunaan, Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

mudah untuk dimengerti dan digunakan, tahapan - tahapannya tidak 

terlalu banyak dan tidak rumit.  

b) Kualitas Informasi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

Dalam Pelayanan Pembayaran PBB-P2  untuk ketepatan waktu aplikasi 

dapat memproses pembayaran sampai dengan sepuluh menit (10) 

namun ada transaksi yang selesai sampai lebih dari dua puluh empat 

(24) jam. Hal ini dapat disebabkan oleh kendala jaringan atau adanya 

pemeliharaan dari Perbankan atau sistem Aplikasi Pajak Daerah 
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Kabupaten Kepahiang sendiri. Untuk keringkasan, aplikasi ini dinilai 

ringkas, tidak bertele - tele dan tidak rumit oleh beberapa informan. 

c) Kualitas layanan sistem Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang 

dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 pada indikator daya tanggap 

cepat dan baik. Aplikasi ini memberikan jaminan keamanan dimana 

informasi dan status lunas pembayaran dapat diperoleh secara realtime 

dan saldo yang ada terdebet secara langsung. Terkait empati, Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kapahiang sudah memberikan empati kepada 

pengguna yang didesain bukan hanya bekerja secara fungsional namun 

juga mudah dan nyaman saat digunakan. Aplikasi ini memberikan 

notifikasi jika pembayaran sudah dilakukan atau jika terjadi kesalahan 

input atau penggunaan. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang perlu dilakukan berdasarkan temuan penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Dalam rangka peningkatan kualitas sistem pada aplikasi Pajak Daerah 

Kabupaten Kepahiang kiranya  Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 

agar dapat mengembangkan Aplikasi Pajak Daerah  dengan 

meningkatkan layanan kecepatan respon aplikasi dengan melakukan 

koordinasi kepada PT. Bank BRI dan PT. Bank Bengkulu agar setelah 

masyarakat atau pengguna melakukan pembayaran status lunas PBB P2 

ini dalam hitungan menit telah berubah menjadi lunas tidak seperti saat 
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ini masih ditemukan menunggu 10 menit bahkan sampai 2 hari jika 

terjadi gangguan jaringan atu pemeliharaan. 

2. Untuk peningkatan kualitas  informasi, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepahiang agar menambahkan fitur-fitur petunjuk penggunaan atau 

video serta tutorial penggunaan aplikasi sehingga pengguna lebih mudah 

lagi memahami aplikasi tersebut.  

3. Untuk peningkatan kualitas layanan, pada indikator daya tanggap 

sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang agar menyediakan 

fasilitas chatting bagi pengguna kepada petugas PBB-P2 Badan 

Keuangan Daerah serta dapat memberikan atau menampilkan nomor 

service center yang dapat dihubungi setiap saat jika pengguna Aplikasi 

Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang mendapatkan kendala-kendala atau 

ingin menanyakan terkait dengan pembayaran PBB-P2 secara online. 

4. Untuk memperluas dan meningkatkan kemudahan layanan kepada 

masyarakat atau wajib pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 

sebaiknya menambah kanal pembayaran baru yang bekerjasama dengan 

perbankan lainnya yang ada di Kabupaten Kepahiang. Selain itu 

penambahan kanal pembayaran melalui gerai Indomaret dan marketplace 

seperti Shopee dan Tokopedia juga harus dilakukan agar semakin banyak 

kanal pembayaran masyarakat atau wajib pajak lebih mudah untuk 

membayarakan kewajiban pajaknya. 

5. Agar aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebaiknya Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang agar mensosialisasikan dan 
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menyebarluaskan informasi terkait aplikasi tersebut secara masif dan terus 

menerus baik melalui media sosial, media massa dan media informasi 

lainnya. Sehingga aplikasi ini dapat diketahui dan dimanfaatkan secara 

luas dan berkesinambungan oleh masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

Fokus Aspek-

Aspek 

 

Tolok Ukur 

Pelayanan 

Pembayaran 

Pajak Bumi 

dan 

Bangunan 

Perdesaan 

dan 

Perkotaan 

(PBB-P2) 

Berbasis 

Sistem 

Aplikasi 

Pajak Daerah 

Kabupaten 

Kepahiang 

Kualitas 

Sistem 

 

 

- Menurut saudara, bagaimana kecepatan respon 

Aplikasi Pajak Daerah saat digunakan dalam 

pembayaran PBB-P2? 

 

- Bagaimana Flexsibelitas Aplikasi Pajak Daerah, 

dalam pembayaran PBB-P2? 
 

- Menurut saudara, bagaimana kemudahan dalam 

penggunaan aplikasi pajak daerah  dalam 

pembayaran PBB-P2? 
 

Kualitas 

Informasi 

- Menurut saudara bagaimana ketepatan waktu  

Aplikasi Pajak Daerah  saat digunakan? 

 

- Bagaimana keringkasan Aplikasi Pajak Daerah  

dalam melakukan pembayaran PBB-P2? 
 

- Bagaimana kemudahan Aplikasi Pajak Daerah 

untuk dipahami? 

 

Kualitas 

layanan 

- Dalam pembayaran PBB-P2, bagaimana Daya 

tanggap Aplikasi Pajak Daerah sudah cepat? 

 

- Menurut Saudara, bagaimana Aplikasi Pajak 

Daerah dapat memberikan jaminan keamanan 

bagi saudara? 
 

- Bagaimana Aplikasi Pajak Daerah memberikan 

notifikasi jika terjadi kesalahan? 
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FOTO PENELITIAN 
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